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ABSTRAK 
     Nama Penyusun : Rangga Birawa Jayasakti 
     Nim            : 60800114011 
    Judul Skripsi      : Tinjauan Keberadaan Halte BRT Bagi Masyarakat 
Penyandang Difabel Dalam Mendukung Sistem 
Transportasi Publik Perkotaan Yang Handal Di Kota 
Makassar  
 
Transportasi publik perkotaan merupakan bagian dari jasa pelayanan publik, dan 
transportasi publik perkotaan adalah salah satu sub sektor dari sektor transportasi 
nasional. Jadi transportasi publik perkotaan merupakan salah satu unsur dalam sistem 
transportasi nasional itu sendiri yaitu memujudkan pelayanan transportasi yang 
efektif dan efisien. Sistem transportasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu 
fungsi utama kota yang mutlak disediakan, karena jasa transportasi dibutuhkan untuk 
melayani perjalanan penduduk.  
   Pembangunan transportasi publik perkotaan di Kota Makassar sendiri baru dimulai 
pada tahun 2016 dengan 30 Bus Rapid Transit. Namun pembangunan halte BRT yang 
merupakan prasarana untuk meningkatkan mobilitas dan aksesbilitas masyarakat 
perkotaan yang dimaksud bukan hanya bagi masyarakat perkotaan yang normal saja 
tetapi juga bagi masyarakat penyandang difabel. 
   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa mendukung halte BRT 
ini terhadap sistem transportasi perkotaan yang handal di Kota Makassar serta 
memberi konsep terkait halte BRT bagi difabel. Sampel dalam penelitian ini adalah 
penumpang BRT dan Masyarakat difabel yang pernah menggunakan halte BRT, 
berjumlah 100 responden. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik obervasi 
lapangan, survey instansi, telaah pustaka, dokumentasi, wawancara dan kuisoner. 
Yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. 
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa halte BRT yang ada saat ini belum ramah 
ramah bagi difabel dan tidak mendukung sistem transportasi perkotaan di Kota 
Makassar. 
Kata Kunci : Transportasi perkotaan, Halte, Difabel. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kriteria besaran suatu kota adalah jumlah penduduknya. Kota bertambah besar 
seiring dengan jumlah penduduknya yang bertambah banyak. Jumlah penduduk yang 
meningkat dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi, demikian pula dengan 
bertambahnya jumlah kendaraan roda dua ataupun roda empat serta tidak sepadannya 
sarana jalan yang ada di suatu kota mengakibatkan kepadatan lalu lintas dan bahkan 
kemacetan lalu lintas. Ruang lalu lintas di jalan dipenuhi oleh kendaraan dalam 
jumlah banyak, kecepatan kendaraan menjadi lambat, banyak kendaraan mencari 
kesempatan untuk mendahului kendaraan lain yang ada di depannya, akan 
menimbulkan ketidakteraturan, mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan 
kepentingan kendaraan lain, sehingga menimbulkan keadaan yang semrawut dan 
menambah kemacetan lalu lintas. 
Dengan banyaknya efek yang ditimbulkan sudah selayaknya suatu kota 
menciptakan sistem transportasi perkotaan dengan mengacu pada Sistem 
Transportasi Nasional. Transportasi merupakan perpindahan orang atau barang dari 
satu tempat ke tempat lainnya atau dari tempat asal ke tempat tujuan dengan 
menggunakan efektif dan efisien. 
Untuk terciptanya sistem transportasi yang efektif dan efisien harus ditunjang 
dengan pelayanan publik. Transportasi Publik Perkotaan merupakan bagian dari jasa 
pelayanan publik, dan transportasi publik perkotaan adalah salah satu sub sektor dari 
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sektor transportasi nasional. Jadi tranportasi publik perkotaan merupakan salah satu 
unsur dalam sistem transportasi nasional, yang berarti sasaran dan tujuannya sejalan 
dengan sasaran dan tujuan dari sistem tranportasi nasional itu sendiri yaitu 
mewujudkan pelayanan transportasi yang efektif serta efisien. Sistem transportasi 
yang efektif dan efisien merupakan salah satu fungsi utama kota yang mutlak 
disediakan, karena jasa transportasi dibutuhkan untuk melayani perjalanan penduduk 
yang pergi bekerja, berbelanja, ke sekolah serta aktivitas lainnya. Untuk melayani 
kegiatan perjalanan tersebut harus disediakan fasilitas prasarana dan sarana 
transportasi yang cukup. Dalam melayani harus adil dan tanpa diskriminatif sesuai 
dengan asas pelayanan publik. Sistem transportasi publik perkotaan diantaranya 
adalah Mass Rapid Transit, Bus Rapid Transit, Metro, Kereta Api Kumuter, Trem, 
Light Rail Transit dan lainnya. 
Kota Makassar merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan.Kota 
Makassar yang merupakan sebuah kota metropoliltan yang terdiri dari berbagai 
macam kegiatan mulai kegiatan perdagangan, perkantoran serta pemerintahan. Telah 
menyediakan transportasi publik perkotaan dalam bentuk Bus Rapid Transit, yang 
dibuat untuk menarik seluruh lapisan masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi 
mereka, dengan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan 
telah membangun prasarana untuk Bus BRT berupa halte. Dalam hal ini telah 
dikemukakan dalam al Qur’an, QS al-Nahl/ 16:7-8 
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 َّر ٌفْوُءََرل ْمُكَّبَر َِّنا ُِِۗسفْنَْلَّا ِ  قِِشب َِّلَّا ِهْيِغِلٰب اُْونُْوَكت ْمَّل ٍَدلَب ىِٰلا ْمُكَلَاْقَثا ُلِمَْحتَوۙ ٌمْيِح٧  
 َرْيِمَحْلاَو َلَاِغبْلاَو َلْيَخْلاَو َنْوَُملَْعت َلَّ اَم ُُقلَْخيَو 
ِۗ َةنْيِزَو اَهُْوبَكَْرتِل٨  
 
Terjemahannya : 
Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup 
mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang, dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan kedelai, untuk kamu 
tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak 
ketahui.”(Kementrian Agama Tahun 2012) 
 
Dalam ayat suci ini, al Qur'an menunjuk pada manfaat-manfaat lain yang 
dimiliki binatang-binatang. Ia mengatakan bahwa binatang-binatang membawa 
beban-beban berat milik manusia di punggungnya, lalu membawanya ke kota dan 
daerah yang tak dapat dicapai manusia tanpa mengalami kesulitan yang besar. 
Merupakan bentuk kasih sayang Allah dengan menciptakan binatang-binatang 
berkaki empat yang punya kekuatan sangat besar itu, lalu menjadikannya jinak dan 
tunduk kepada manusia. seperti yang kita lihat binatang-binatang tersebut memberi 
manusia sarana dan terakhir, mereka dapat pula digunakan sebagai alat transportasi. 
    Kesimpulannya, Allah menunjuk pada masalah lain yang lebih penting dan 
meminta perhatian semua pihak terhadap berbagai alat transportasi dan tunggangan 
yang akan digunakan manusia di masa depan dengan kemudahan yang lebih baik, 
Dan Allah juga akan menciptakan ciptaan-ciptaan lain yang tidak kita ketahui 
sedikitpun, seperti berbagai sarana transportasi modern, baik mobil, kereta api 
ataupun BRT yang sekarang menjadi objek penelitian penulis (Allamah Kamal Faqih 
Imani, Tafsir Nurul Quran) 
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Akan tetapi halte yang ada saat ini tidak repsentatif dengan berbagai kendala 
untuk dipergunakan dalam hal ini masyarakat Kota Makassar yang berjumlah 
1.469.601 jiwa sudah seharusnya mendapatkan transportasi yang mendukung 
pergerakan mereka tanpa tebang pilih dalam artian seluruh elemen masyarakat baik 
masyarakat umum ataupun masyarakat difabel. Tetapi kondisi di lapangan halte yang 
saat ini terbangun hanya mengakomodasi masyarakat umum tanpa memperhatikan 
masyarakat difabel yang saat ini berjumlah 1.715 jiwa sebuah angka yang lumayan 
besar di Kota Makassar, sudah semestinya masyarakat difabel ini dirangkul, namun 
kenyataanya dari semua halte yang terbangun saat ini banyak menemui masalah 
seperti tingkat kemiringan ramp yang terlalu tinggi, tidak adanya jalur khusus yang 
memandu para difabel untuk menuju ke halte, tidak dibuatkannya sebuah tangga 
khusus, tidak adanya rambu ataupun informasi audio, visual untuk difabel. 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut penulis mengangkat penelitian ini dengan 
judul “TINJAUAN KEBERADAAN HALTE BRT BAGI MASYARAKAT 
PENYANDANG DIFABEL DALAM MENDUKUNG SISTEM 
TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG HANDAL DI KOTA MAKASSAR “ 
untuk melihat bagaimana tingkat kehandalan Halte BRT saat ini  dalam mendukung 
transportasi perkotaan dan konsep halte brt yang seharusnya bagi difabel. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakondisi eksisting dan sejauh mana halte BRT yang ada di Kota 
Makassar mendukung transportasi perkotaan yang handal di Kota Makassar? 
2. Bagaimana konsep halte BRT bagi Difabel? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
 Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
a.  Mengetahui kelayakan halte BRT yang ada di Kota Makassar bagi 
penyandang difabel. 
b. Mengetahui tingkat kehandalan ataupun mendukung sistem transportasi 
perkotaan di Kota Makassar. 
c. Memberikan rekomendasi ataupun konsep mengenai halte BRT yang 
ramah bagi penyandang difabel. 
2. Manfaat Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah :  
a. Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus pemerintah Kota 
Makassar sendiri, bahwa dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 
masukan dalam pembangunan halte yang ramah bagi penyandang difabel.  
b. Sebagai bahan masukan bagi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 
dalam upaya pengembangan akademik khususnya dalam meneliti/mengkaji 
tentang keberadaan Halte BRT bagi penyandang Difabel dalam Mendukung 
sistem transportasi perkotaan yang ada di Kota Makassar.  
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D. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruanglingkup 
wilayah. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan,sedangkan 
ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayahkajian. 
a. Ruang Lingkup Materi 
Kajian materi (analisis) sebagai ruang lingkup materi ialah penetapan 
pembahasan mengenai sajauh mana halte BRT bagi penyandang difabel ini 
mendukung sistem transportasi perkotaan yang ada di Kota Makassar dan 
konsep halte difabel dalam hal ini difabel fisik yaitu, tuna daksa, tuna wicara, 
tuna rungu, tuna netra. 
b. Ruang Lingkup Wilayah 
Adapun ruang lingkup bahasan dalam perencanaan ini yaitu difokuskan di 
koridor 3 halte BRT yang ada di Kota Makassar.  
E. Sistematika Pembahasan  
Dalam penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika pembahasan 
sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan penulisan, diantaranya 
Landasan teori, Asas Transportasi, Sistem Transportasi Perkotaan, Sarana 
Transportasi Perkotaan, Hak-hak bagi penyandang Difabel. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang diantaranya terdiri dari 
lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data,variabel 
penelitian, metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional, dan kerangka 
pikir penelitian.  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
          Bab ini memuat tentang data dan informasi pada lokasi penelitian serta 
hasil analisis menurut intrepetasi data atau informasi data, data penelitian yang 
bersifat sekunder, primer, menurut teknik-teknik dan sumber data sumber data yang 
dilakukan. Juga pada bagian bab ini dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, peta dan 
foto survey penelitian. Pada bagian akhir Bab ini terdapat sub bab terkait dengan 
kajian islam kaitannya dengan penelitian. 
BAB V PENUTUP 
         Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Transportasi 
1. Pengertian Transportasi 
Transportasi (Trans = perpindahan dan Port = tempat asal dan tujuan) adalah 
perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempatlainnya atau dari tempat 
asal ke tempat tujuan dengan menggunakansebuah wahana yang digerakkan oleh 
manusia hewan atau mesin. Peranan transportasi sangat penting untuk saling 
menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran dan 
daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen (Zulfiar Sani., 2010;2 ) 
Sedangkanmenurut (Ofyar Z Tamin., 1997), transportasi adalah suatu sistem 
yang terdiri atas sarana dan prasarana sistem pelayanan yang memungkinkan adanya 
pergerakan ke seluruh wilayah sehingga bisa terakomodasi mobilitas penduduknya. 
Pergerakan tersebut dimungkinkan untuk barang dengan akses ke semua 
wilayah.Adapun beberapa unsur dalam transportasi yaitu (Ofyar Z Tamin., 2008) 
a. Manusia yang membutuhkan 
b. Barang yang dibutuhkan 
c. Kendaraan sebagai alat/sarana 
d. Jalan, terminal, halte sebagai prasarana 
e. Organisasi (pengelola transportasi) 
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Dalam unsur transportasi ini saling berkaitan antara satu sama lain 
dimanamanusia sangat membutuhkan transportasi dalam memenuhi barang 
yangmereka butuhkan, sebagai sarana bepergian ke tempat tujuan mereka danhal-hal 
penting lainnya yang mendukung kegiatan transportasi. Pengertiantransportasi 
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 tentang 
Lalu lintas danAngkutan Jalan menyatakan : 
a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang 
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda 
angkutan lain untuk mendukung perekonomiannasional, 
memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat 
bangsa. 
b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat. 
Penjelasan lebih luas mengenai pengertian transportasi dapat dilihat dari 
beberapa definisi sebagai berikut:  
1. Menurut (Fidel Miro,2002 ; 1) menyatakan bahwa : transportasi ialah 
usahamemindahkan,menggerakkan, mengangkut,atau mengalihkan suatu 
objek dari suatu tempatke tempat yang lain, dimana tempat yang lain ini 
objek tersebut dapat lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan 
tertentu. 
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2. Menurut (Abbas, 2003) menyatakan bahwa : transportasi sebagai dasar untuk 
pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan 
industrialisasi, dengan adanya transportasi menyebabkan, adanya spesealisasi 
atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat 
istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah. 
B. Fungsi dan Manfaat Transportasi 
1. Fungsi transportasi  
Transportasi berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan 
dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi (Nasution, 2003). Kegiatan ekonomi 
dapat berjalan jika jasa transportasi terus tersedia dalam menunjang kegiatan tersebut 
peranan transportasi hanya untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia. 
Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi 
secara optimal. Untuk itu jasa transportasi harus tersedia secara merata dan 
terjangkau oleh daya beli masyarakat. Transportasi merupakan unsur penting dan 
berfungsi sebagai urat nadi kehidupan perkembangan ekonomi, sosial, politik dan 
mobilitas penduduk yang tumbuh secara bersamaan dan mengikuti perkembangan 
yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut.  
Hubungan antara kemajuan berbagai aspek jasa transportasi ini adalah 
berkaitan erat sekali dan saling bergantung satu sama lainnya. Sesungguhnya peran 
dan pentingnya transportasi beserta kemajuannya juga mencakup segi-segi politik 
seperti dalam kaitan dengan terciptanya kesatuan nasional dan berkembangnya 
kebersamaan antarbangsa, tercipta dan kuatnya keamanan dan ketahanan nasional 
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serta berkembangnya saling pengertian serta hubungan politik dan pemerintah. 
Disamping itu transportasi juga dapat berfungsi membina dan mengembangkan 
pengetahuan dan budaya nasional, lebih tersebarnya distribusi penduduk dengan 
berbagai aspeknya pada wilayah yang luas dan sebagainya. 
Transportasi atau aktivitas bisnis dan perkembangan wilayah saling 
mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kemajuan suatu daerah membutuhkan 
transportasi. Fungsi lain dari transportasi dapat sebagai pembuka isolasi daerah, 
disamping sebagai perangsang pembangunan, sarana komunikasi, alat pemersatu 
budaya, ekonomi dan politik, serta yang lainnya. Transportasi memiliki nilai strategis 
bagi suatu wilayah, baik pedesaan, perkotaan, bahkan bagi suatu bangsa dan negara. 
Nilai ekonomi transportasi terutama di nilai memberi tambahan kesejahteraan hidup 
bagi masyarakat. 
 Secara umum kegunaan transportasi dapat dikelompokkan menjadi peranan 
transportasi dalam peradaban manusia, peranan transportasi dalam ekonomi, peranan 
transportasi dalam sosial, peranan transportasi dalam politik, dan peranan 
transportasi dalam lingkungan. 
a. Peranan transportasi dalam peradaban manusia 
Perpindahan penduduk dan barang-barang sudah seusia sejarah manusia itu 
sendiri. Manusia zaman batu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya 
mencari makanan dan membawa barang seadanya. Pada sebagian besar 
negara maju sebagian besar penduduk mencari makan dengan cara bekerja 
dan menggunakan kendaraan mekanis dan juga untuk keperluan lainnya 
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seperti sekolah, berbelanja dan kegiatan sosial. Barang-barang dipindahkan 
dari tempat produksi ke tempat komsumsi. 
     Transport menghabiskan sumber daya, tenaga, waktu, dan uang. 
Pengeluaran tadi akan sia-sia apabila tidak ada manfaat yang nyata seperti 
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keuntungan dan pengaruh 
negatifnya dapat diketahui dengan peranan transportasi dalam peradaban 
manusia yaitu, dengan melihat peranannya secara ekonomi, sosial, politik, 
dan lingkungan. Bila pada masa lalu seseorang untuk memenuhi 
keperluannya membutuhkan waktu lama dan sekarang waktunya relatif 
singkat maka terjadi alokasi waktu yang berlebih dan ini dimanfaatkan 
untuk keperluan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Maka transportasi 
akan mengubah pola hidup masyarakat (Zulfiar Sani, 2010: 134). 
b. Peranan transportasi dalam perekonomian 
Transportasi memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. 
Negara maju ditandai oleh tanah yang subur, kerja keras masyarakatnya dan 
transportasi yang lancar (Schumer, 1974).  Hal ini dapat digambarkan sebagai aliran 
darah dalam tubuh manusia yang mengangkut bahan-bahan untuk keperluan tubuh, 
lancarnya transportasi akan menghasilkan sehatnya perekonomian suatu negara. 
Peran utama transportasi adalah menunjang mobilitas baik barang atau manusia yang 
merupakan bagian dari kehidupan, semakin baik sistem transportasi semakin baik 
pula kehidupan penduduk (Young Jae-Lee, 1998). Masalah ekonomi dalam 
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transportasi berhubungan dengan produksi, distribusi, dan komsumsi jasa angkutan 
yang mempunyai nilai terhadap manusia (Zulfiar Sani, 2010: 135) 
c. Peranan transportasi dalam sosial 
Bahwa peranan transportasi bukan hanya menyangkut soal pasar dan uang, kita 
melihat organisasi umum di masyarakat yang berkaitan dengan sejumlah kegiatan 
sosial. Pada masyarakat modern dimana terdapat kemudahan dalam pemenuhan 
kebutuhannya maka banyak waktu luang yang digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan material dan kegiatan lainnya untuk kepuasan dan kenyamanan 
lahiriah dan batiniah seperti agama, moral, pengembangan seni, hiburan dan 
sebagainya. 
   Bertambahnya kecepatan transportasi dan berkurangnya biaya untuk itu telah 
mengakibatkan bertambah luasnya variasi kegiatan manusia (Zulfiar Sani, 2010: 
137) 
d. Peranan transportasi dalam politik 
Dunia terbagi atas berbagai satuan politik, dimana kecenderungan dibentuknya 
pemerintahan dan hukum hampir seragam untuk perlindungan bersama terhadap 
musuh, untuk keuntungan ekonomi, mengembangkan kebudayaan dan sebab-sebab 
lainnya. Transportasi memegang peranan penting berlangsungnya satuan politis tadi. 
 Transportasi bersama dengan komunikasi dapat memudahkan pemerintahan 
untuk mengontrol suatu wilayah luas dan jauh dari pusat kekuasaan tertentu dan 
dapat menyeragamkan penggunaan hukum dan keadilan di semua tempat (Zulfiar 
Sani, 2010: 141) 
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e. Peranan lingkungan dalam transportasi 
Banyak macam pengaruh lingkungan yaitu, polusi, komsumsi energi, 
komsumsi lahan, estetika, dan keamanan atau kecelakaan. Pengaruh transportasi 
terhadap lingkungan tampaknya merupakan hal yang negatif. Paling tidak kita 
bandingkan dari kaitannya dengan peranan ekonomi dan sosial yang berfungsi 
positif. Untuk itu selalu diusahakan agar pemilihan sistem transportasi 
memperhatikan pengaruh ini terhadap lingkungan (Zulfiar Sani, 2010: 141)  
Ada tiga aspek utama yang menentukan intensitas dampak terhadap 
lingkungan, khususnya pencemaran udara dan kebisingan, dan penggunaan energi 
di daerah perkotaan (Moestika- hadi 2000), yaitu: 
a. Aspek perencanaan transportasi ( barang dan manusia ) 
b. Aspek rekayasa transportasi meliputi pola aliran moda transportasi, sarana 
jalan, sistem lalu lintas, dan faktor transportasi lainnya. 
c. Aspek teknik mesin dan sumber energy alat transportasi. 
2. Manfaat Transportasi 
Secara umum manfaat transportasi adalah untuk memberikan kemudahan 
dalam segala aktivitas masyarakat yang telah di uraikan di atas. Kemudahan 
(aksesibilitas) ini di artikan sebagai mudahnya tempat tujuan itu tercapai walaupun 
jauh jaraknya. Kemudahan ini dapat menyangkut berbagai aspek kegiatan, seperti 
mudahnya faktor-faktor produksi didapatkan, mudahnya informasi menyebar, 
mudahnya penduduk bergerak (mobilitas tinggi). Untuk menimbulkan kemudahan ini 
tentu segala elemen utama transportasi harus ditingkatkan secara serentak seperti 
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membuka jalan baru tentu sarana kendaraannya harus diadakan dan pengelolaannya 
pun harus berjalan. Masih belum tercapai tingkat kemudahan kalau hanya jalannya 
saja di bangun, begitu pula sebaliknya. Hal yang lebih penting lagi kemudahan ini 
menyangkut tingkat kesejahteraan (pendapatan) masyarakat karena tidak mungkin 
orang akan mudah bergerak (mobilitas) kalau pendapatannya nol (Ridhasari Idris, 
2016: 14) 
C. Transportasi Perkotaan 
Transportasi perkotaan merupakan suatu sistem, artinya penyelenggaraanya 
disusun secara kesisteman, yang meliputi beberapa bentuk seperti Bus Rapid Transit, 
Kereta api komuneter, Mass Rapid Transit, dan Trem dan Light rail transit yang 
masing-masing terdiri dari kendaraan atau moda transportasi, jaringan jalan,trayek 
atau rute, terminal, halte, stasiun, dan penumpang yang secara keseluruhan unsur 
transportasi tersebut di organisasikan dan di operasikan untuk menyediakan 
pelayanan transportasi perkotaan secara efektif dan efisien untuk mendukung 
pergerakan perjalanan penumpang dari berbagai tempat asal menuju ke berbagai 
tempat tujuan.  
Kebutuhan transportasi perkotaan sangat banyak jumlahnya dan jenisnya 
membutuhkan tersedianya fasilitasprasarana dan sarana transportasi yang cukup. 
Kebutuhan dan kapasitas fasilitas transportasi harus diupayakan seimbang. 
Permintaan dan penawaran harus berkeseimbangan. Bila tidak berkeseimbangan 
akan menimbulkan dampak negatif. Bila kapasitas moda transportasi yang tersedia 
lebih sedikit dibanding kebutuhan, maka akan terjadi banyak penumpang yang tidak 
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terangkut, harus menunggu lama, dan sebaliknya bila penumpang lebih sedikit dari 
kapasitas moda yang tersedia, maka perusahaan pengangkutan akan merugi karena 
sebagian dari kapasitas yang tersedia tidak dimanfaatkan. Dari sisi lain, bila sarana 
transportasi lebih besar dari kapasitas prasarana jalan, maka akan menimbulkan 
kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 
D. Meningkatkan Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Publik 
Seperti yang sudah dijelaskan pada point ketiga diatas bahwa faktor utama 
terjadinya kepadatan dan kemacetan lalu lintas di perkotaan adalah 
ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor dengan kapasitas prasarana 
jalan. Upaya untuk mengatasinya adalah mengurangi jumlah kendaraan yang 
beroperasi di jalan, selain dari menambah kapasitas prasarana jalan.  
Untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi yangberoperasi,dapat dilakukan 
dengan penyelenggaraan transportasi perkotaan. Transportasi perkotaan harus 
ditingkatkan agar pengguna kendaraan pribadi bersedia pindah dan menggunakan 
layanan transportasi perkotaan, dengan demikian akan mengurangi jumlah kendaraan 
yang berlalu lintas di jalan umum perkotaan, maka diharapkan akan mengurangi 
kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Moda transportasi publik perkotaan dapat 
berupa BRT, MRT, LRT dan lainnya. 
Misalnya bus yang akan digunakan sebagai moda transportasi publik perkotaan yang 
sering disebut Bus Rapid Transit (BRT). BRT memiliki kemanfaatan, yaitu: 1. 
Secara ekonomi a).Waktu perjalanan yang ditempuh menuju ke tempat tujuan akan 
lebih cepat, dengan demikian produktivitas kerja tetap tinggi. b). Biaya transportasi 
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menggunakan BRT lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi. 2. Secara 
operasional. a). Akan mengurangi jumlah kendaraan yang akan beroperasi di jalan, 
hal ini akan mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas akan menjadi lancar. 
b). Menggunakan kendaraan pribadi akan membuat kesulitan mendapatkan tempat 
parkir. 3. Secara psikologis. a). Pengendara kendaraan pribadi merasakan ketegangan 
selama dalam perjalanan menghadapi lalu lintas yang macet dan semrawut. b). 
Menggunakan BRT akan lebih rileks dan menikmati pemandangan selama dalam 
perjalanan.   
E. Kebijakan Pemerintah Mengatur Transportasi Publik Perkotaan 
1. Tujuan Kebijakan Transportasi Publik Perkotaan Menurut Stakeholders 
Kebijakan dalam sistem transportasi publik perkotaan menurut berbagai 
stakeholders masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda, kadang tujuan-tujuan 
tersebut tidak selalu sejalan dan bahkan bertentangan satu sama lain. Maka dirasakan 
pentingnya peranan kebijakan pemerintah dalam mengatur sistem transportasi publik 
perkotaan. Pada umumnya stakeholders dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan 
yaitu, pihak pemerintah, pihak operator, pihak pengguna jasa transportasi publik 
perkotaan, dan masyarakat luas. 
Pihak pemerintah bertujuan untuk mengatur terselenggaranya kegiatan 
pelayanan transportasi pada umumnya dan transportasi publik perkotaan pada 
khususnya terlaksana secara efektif dan efisien, dalam arti lancar,aman, berkapasitas, 
tertib dan teratur, tidak mengalami kemacetan, dan sejumlah besar transportasi publik 
perkotaan dapat terangkut dalam waktu yang relatif singkat. Pihak operator bertujuan 
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dapat memberikan pelayanan transportasi publik perkotaan kepada penumpang 
dengan sebaik-baiknya, dalam arti lancar, cepat, selamat, berkapasitas, tertib dan 
teratur, tarif angkutan terjangkau dan penumpang terasa nyaaman, serta dapat 
beroperasi dengan memperoleh keuntungan. Pihak penumpang mendapatkan 
pelayanan yang nyaman, murah, tertib, tidak berdesakan, tidak merasa terjadinya 
gangguan fisik. Pihak masyarakat luas mengingankan pelayanan transportasi publik 
perkotaan tersedia saat dibutuhkan, lancar, cepat, murah, berkapasitas dan terjangkau 
bagi masyarakat miskin. 
2. Pemerintah Sebagai Regulator 
Peranan pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan dalam 
mengaturmembina, dan mengawasi, penyelenggaraan pelayanan transportasi 
termasuk transportasi publik perkotaan. Dalam kegiatan operasional transportasi, 
pemerintah melakukan trayek/rute transportasi menetapkan tarif angkutan, melakukan 
pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor, melakukan pengecekan kendaraan, dan 
pengawasan kelayakan kendaraan serta evaluasi terhadap kegiatan pelayanan 
transportasi dan lainnya. 
Dalam kebijakan transportasi secara nasional, pemerintah merumuskan berbagai 
strategi dan upaya, yang diarahkan utamanya kepada :   
a. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi 
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi  
c. Meningkatnya pembinaan pengusahaan transportasi 
d. Meningkatknya sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi  
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e. Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup, serta 
penghematan penggunaan energi 
f. Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi 
g. Meningkatnya kualitas administrasi Negara di sektor transportasi (Sistranas, 
2005). 
 Kebijakan transportasi meliputi banyak aspek. Pemerintah sebagai regulator 
harus mampu menyelenggarakan pelayanan transportasi nasional secara efektif dan 
efisien, dalam arti harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders, yaitu 
pihak perusahaan transportasi, dan pihak pengguna jasa transportsi. Kebijakan 
transportasi digunakan sebagai arahan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan 
transportasi secara komprehensif, serasi, seimbang, terkoordinasi, terintegrasi, dan 
harmonis untuk memujudkan Sistem Transportasi Nasional yang efektif dan efisien  
(Adisasmita, 2011). 
F. Bus Rapid Transit (BRT)  
1. Pengertian BRT 
Penyelenggaraan moda bus kota yang konvensional di banyak Negara di dunia 
pada saat sekarang ini sudah kurang diminati pelanggan / pengguna jasa transportasi 
perkotaan karena layanan yang diberikan tidak memenuhi standar, tidak dapat 
diandalkan, tidak nyaman, tidak terjamin keamanannya bagi penumpang, maka bagi 
para perencana dan pengelola transportasi perkotaan mulai merancang altenatif moda 
transportasi perkotaan yang mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, yang 
mengangkut sejumlah besar penumpang dalam waktu tertentu, dan memberlakukan 
 
20 
 
tarif angkutan yang rendah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk yang 
berpendapatan rendah untuk menikmati pelayanan transportasi publik perkotaan. 
Rencana dan gagasan pembaruan tersebut dituangkan dalam konsep Bus Rapid 
Transit. 
Asal mula konsep BRT dapat ditelusuri kembali dimana konsep ini 
diformulasikan oleh para perencana dan pejabat Amerika Latin yang berusaha 
mencari sebuah solusi untuk menyelenggarakan angkutan publik perkotaan dengan 
biaya rendah dan layanan transportasi yang cepat yang dibutuhkan untuk mendukung 
pertumbuhan dan perluasan kota-kota. 
2. Karekteristik Utama Sistem BRT 
Di Amerika latin, sistem BRT sudah dilaksanakan dengan biaya yang relatif 
lebih murah dibandingkan dengan sistem metro atau kereta bawah tanah. Dalam 
penyediaan kapasitas penumpang, sistem BRT ternyata lebih besar dibandingkan 
dengan LRT, tergantung dari kapasitas dan frekuensi pergerakannya. Dengan 
menggunakan jalur ekspres dan sistem jalur lintasan, sistem BRT mampu 
menggerakkan penumpang sebanyak 35.000 per jam arah tujuan. Penyelenggaraan 
sistem BRT di Amerika Latin telah menunjukan keberhasilan yang cukup signifikan, 
maka banyak Negara lain yang telah mengikuti atau mencoba menerapkannya. 
Selanjutnya perlu disebutkan karekteriktistik utama sistem BRT yaitu meliputi 
(Sakti AdjiSasmita, 2015:28) : 
a. Jalur bus terpisah 
b. Kendaraan datang dan berangkat secara cepat 
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c. Stasiun/halte/terminal yang bersih, aman, dan nyaman 
d. Penarikan ongkos/tarif sebelum berangkat yang efisien  
e. Pendanaan, informasi yang jelas dan tepat waktu 
f.Prioritas angkutan di persimpangan, pertigaan  
g. Integrasi moda di stasiun/halte/terminal 
h. Layanan kepada penumpang yang lebih baik  
G. Terminal Bus 
 1. Pengertian Terminal Bus 
 a. Terminal bus adalah prasarana untuk angkutan jalan raya guna untuk 
mengatur kedatangan pemberangkatan pangkalannya kendaraan umum serta 
memuat atau menurunkan penumpang atau barang (Morlok, 2005). 
b. Terminal adalah tempat pengangkutan dapat berhenti dan memuat atau 
membongkar barang-barang (Morlok, 2005). 
c. Berdasarkan Petunjuk Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan, 
terminaltransportasi adalah : 
a. Merupakan simpul tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana 
angkutan, tempat kendaraan umum menaikan dan menurunkan penumpang. 
b. Tempat pengendalian kawasan pengaturan pengoperasian sistem arus 
angkutan penumpang. 
c. Prasarana angkutan dan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk 
melancarkan arus angkutan penumpang. 
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d. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan 
kota dan lingkungan. 
2. Jenis Terminal Bus 
Berdasarkan jenis angkutan terminal angkutan bus dibedakan menjadi 
(Warpani, 2002) : 
a. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda 
transportasi serta pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. 
b. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan 
membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan moda 
transportasi. 
H. Halte 
 1. Pengertian Halte 
 Berikut ini beberapa pengertian halte : 
a. Menurut Lembaga Pengabdian Masyarakat ITB 1997, halte adalah lokasi 
dimana penumpang dapat naik dan turun dari angkutan umum dan dimana 
angkutan umum dapat berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang 
sesuai dengan pengaturan operasional. 
b. Menurut Dirjen Binamarga 1990, halte adalah bagian pengerasan jalan tertentu 
yang digunakan untuk pemberhentian sementara bus, angkutan penumpang 
umum lainnya, pada waktu menaikkan dan menurunkan penumpang. 
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c. Menurut Dirjen Perhubungan Darat 1996, halte adalah tempat pemberhentian 
kendaraan penumpang umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang 
yang dilengkapi dengan bangunan. 
 
 
 
 I. Difabel 
1. Pengertian Difabel 
Istilah difebel berasal dari bahasa inggris dengan asal kata different ability 
dengan makna manusia yang memiliki kemampuan berbeda, istilah tersebut 
digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa 
negatif dan terkesan diskriminatif. 
Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. 
Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun 
ke’abnormal’an. Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 
1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari a) penyandang 
cacat fisik, b) penyandang cacat mental, dan c) penyandang cacat fisik dan mental. 
Difabel bukan hanya merupakan orang penyandang cacat sejak lahir melainkan juga 
korban bencana alam atau perang yang mendapatkan kecacatan ditengah-tengah 
hidupnya maupun para penderita penyakit yang mengalami gangguan melakukan 
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aktivitas secara selayaknya baik gangguan fisik maupun mental. Beberapa jenis 
gangguan yang menyebabkan tergolongnya seseorang menjadi difabel adalah sebagai 
berikut :  
a. tuna netra (buta), tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa 
 
 
2. Kebijakan Mengenai Pemenuhan Hak Difabel di Indonesia 
Difabel di Indonesia sendiri sudah lama menjadi perhatian khusus dari 
pemerintah pusat ataupun daerah dengan bukti dibuatkannya undang-undang khusus 
yang mengatur hak-hak bagi difabel. Seperti Undang-undang nomor 4 tahun 1997 
menegaskan bahwa difabel merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga 
memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai 
hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
Selain UU No. 4/1997, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 
Cacat. Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi difabel secara lebih jelas 
dan gamblang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang 
upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Difabel dalam Peraturan 
pemerintah ini dijamin kesamaan kesempatan dan hak serta perannya sesuai dengan 
kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kebijakan terbaru berkaitan dengan difabel khususnya di Kota Makassar sendiri 
telah dibuat perda terkait hak-hak difabel seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah 
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Kota Makassar No. 6 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas. Hal ini merupakan 
sebuah momentum bagi masyarakat difabel untuk lebih bersuara terkait pemenuhan 
hak-hak mereka.Peraturan daerah mencakup tentang pemenuhan hak – hak 
penyandang disabilitas. Bahkan dalam bab 5 pasal 30 point ke 3 Pemerintah Kota 
Makassar yang berbunyi pemerintah kota Makassar wajib menyediakan fasilitas 
pemberhentian atau halte kendaraan umum yang memudahkan penyandang disabilitas 
dalam memanfaatkan kendaraan umum. 
3. Aksesbilitas Difabel 
Undang-undang nomor 4 tentang Penyandang Cacat Pasal 10 ayat 1 tahun 1997 
menyatakan ”Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang 
cacat guna mewujudkan  kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan 
penghidupan’’. Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan 
atau aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh 
pemerintah yakninya: 1. Azas kemudahan 2. Azas kegunaan 3. Azas keselamatan 4. 
Azas kemandirian. Sementara itu, aksesibiltas yang dijamin dalam PP No. 43 Tahun 
1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu 
pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana 
dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, 
pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas 
non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus 
J. Tinjauan al -Qur’an Terhadap Difabel 
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Dalam Skripsi yang ditulis oleh Rofi’atul Khoiriyah dengan judul Difabilitas 
dalamal-Qur’an (2015)digunakan untuk menunjuk kekurangan manusia secara 
biologis atau fisik, seperti tunanetra, tunadaksa dan tunarurungu. Meskipun begitu, al-
Qur’an tidak lantas memberikan perbedaan perlakuan atau tidak mendiskriminasikan 
antara manusia yang “normal” dan yang “difabel”. Berbeda halnya perbedaan 
perlakuan yang diberikan al-Qur’an pada manusia yang cacat secara moral dan juga 
sosial, seperti manusia yang dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri sehingga berbuat 
dzalim, kafir, bakhil, segan membantu, kufur, senang bermaksiat. 
Mengenai persoalan fisik, Allah swt telah menegaskan bahwa manusia 
diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bukan hanya fisik, tetapi juga psiko-
sosial. Hal ini tentunya berbeda dengan makhluknya yang lain seperti jin, malaikat, 
hewan, dan tumbuhan. Meskipun, terdapat sebagian orang yang diciptakan dengan 
fisik yang sempurna dan ada juga yang fisiknya tidak sempurna. Begitu juga sebagai 
makhluk psiko-sosial, tentunya ada bermacam-macam yang dikategorikan antara 
yang baik dan yang buruk terkait hubungan secara vertikal maupun horizontal. 
1. Umyun/a’ma 
Kata ini secara literal berarti orang yang buta secara fisik. Umyun secara 
etimonologi berarti hilangnya daya penglihatan. Begitu juga dalam kitab lisanul arab 
disebutkan umyun berarti hilangnya penglihatan pada kedua mata. Dalam al Qur’an 
term ini mempunyai dua arti, yaitu difabel secara fisik (orang yang cacat fisiknya) 
dan difabel mental (orang yang cacat teologinya). Seseorang yang buta mata hatinya 
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akan dibangkitkan buta di hari kemudian seperti firman Allah dalam QS al-Hajj 
/22:46 yang berbunyi : 
أاَهَّنِإَف ۖ اَِهب َنُوعَمَْسي ٌنَاذاَء َْوأ ٓاَِهب َنُولِقْعَي ٌبُوُلق ْمُهَل َنوَُكتَف ِضَْرْلْٱ ِىف ۟اوُريَِسي ْمَلَف َ  
روُد ُّصلٱ ىِف ِىتَّلٱ ُبُوُلقْلٱ ىَمَْعت نِك َٰلَو ُر َٰصَْبْلْٱ ىَمَْعت َلَّ 
Terjemahannya: 
“Maka tidak pernahka mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal)mereka 
dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu 
yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada” (Kementrian Agama, 
2012) 
Al-Maraghi menjelaskan kata buta dimaksudkan buta terhadap surga, karena 
kejahilan yang pernah dilakukan di dunia akan tetap melekat di akhirat kelak. Quraish 
Shihab juga memaknai kata buta dengan buta terhadap jalan menuju surga. 
Kehidupan yang sempitadalah kehidupan yang sulit dihadapi, lahir dan batin. 
Kehidupan yang sedemikian menjadikan seseorang tidak pernah merasa puas, dan 
selalu gelisah, karena tidak menoleh kepada hal-hal yang bersifat rohaniah, tidak 
merasakan kenikmatan ruhani karena mata hatinya buta dan jiwanya terbelenggu oleh 
hal-hal yang bersifat material (Quraish Shihab). 
Quraish Shihab menjelaskan bahwa katabuta merupakan keadaan orang-orang 
kafir. Orang kafir yang disamakan dengan orang buta. Seorang yang buta bisa saja 
mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuannya atas dasar pandangannya sama sekali 
nihil hingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh 
ketidakpastian. Kafir, kalaupun mengetahui sesuatu, yang diketahuinya hanyalah 
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fenomena kehidupan duniawi, bukan fenomena kehidupan ukhrawi, karena ia tidak 
dapat memiliki pandangan hati yang mampu menunjukkan kepadanya makna hidup 
ukhrawi itu. Seperti dalam firman Allah dalam QS fatir/35:19 yang berbunyi : 
 ُريَِصبْلاَو ٰىَمَْعْلْا يَِوتَْسي اَمَو 
Terjemahannya: 
“Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat” (Kementrian 
Agama, 2012)  
 Ayat diatas dijelaskan bahwa perumpamaan kaum muslimin dan kaum kafir. 
Kaum mukmin bagaikan orang yang hidup, sedangkan kaum kafir bagaikan orang 
yang mati. Keduanya tidaklah sama. Orang mukmin dapat melihat dan berjalan di 
dunia dan di akhirat sehingga dia sampai di surga. Sementara orang kafir itu buta tuli 
dan berjalan dalam kesesatan sehingga ia sampai pada neraka.  
Al-Maraghi menyimpulkan bahwa buta pada ayat di atas merupakan 
perumpamaan orang-orang kafir yang berjalan dalam kegelapan-kegelapan, dia tak 
bisa keluar dari padanya. Sehingga ia terseret menuju neraka. Sedang orang yang 
melihat adalah orang mukmin, mendengarkan dan berhati terang. Dia dapat berjalan 
pada jalan yang lurus di dunia dan akhirat, sehingga memantapkan keadaannya 
sampai masuk ke surga (Rofi’atul Khoiriyah, 2015: 53).  
2. Summun (tunarungu) dan Bukmun (tunawicara) 
Kata summun artinya tersumbatnya telinga dan pendengarannya menjadi 
berat.  Dalam kitab Lisan al-Arab dijelaskan bahwa orang yang dilahirkan dalam 
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keadaan tidak bisa berbicara (bisu), ia juga tidak bisa mendengar. Asy-Sya’rawi 
mengingatkan bahwa siapa yang bisu sejak lahir, maka itu berarti dia tuli, karena 
bahasa lahir dari pendengaran. Dengan demikian, yang tidak mendengar pastilah bisu, 
yakni tidak dapat berbicara. Seperti dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:18 
yang berbunyi : 
 َنُوعِجْرَي َلَّ ْمُهَف ٌيْمُع ٌمُْكب ٌّمُص 
 
Terjemahannya :  
“Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang 
benar),” (Kementrian Agama, 2012) 
 
Ayat diatas menjelaskan kata tuli, bisu dan buta pada ayat di atas adalah 
perumpamaan bagi kaum munafik yang menukar petunjuk dengan kesesatan dan 
mencintai kebengkokan daripada kelurusan. Jadi mereka sama saja dengan orang bisu 
yang tidak bisa memanfaatkan lisannya. Tuli adalah orang-orang yang tidak 
mendengar petunjuk Allah, bisu tidak mengucapkan kalimat yang hak, dan buta tidak 
melihat tanda-tanda kebesaran Allah. 
Quraish Shihab menjelaskan kata tuli, bisu dan buta pada ayat di atas adalah 
sebagai sifat-sifat orang-orang munafik. mereka yang tak mau mendengar nasihat-
nasihat, petunjuk dan tidak memahami maksudnya. Mereka yang kehilangan lisannya 
karena tidak mau mencari hikmah atau petunjuk yang bisa membimbingnya. Mereka 
tidak mau bertanya dalam menghadapi kesulitan yang mereka hadapi. Juga tidak mau 
mencari bukti-bukti yang dapat memecahkan berbagai masalah.  
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Seperti dalam firman allah QS al-Baqarah/2:171 yang berbunyi : 
 ٌيُْمع ٌمُْكب ٌّمُص  ءاَِدنَو  ءاَعُد ِلَّإ ُعَمَْسي لَّ اَمِب ُقِعَْني يِذَّلا َِلثَمَك اوَُرفَك َنيِذَّلا َُلثَمَو 
 ْمُهَف َنُولِقْعَي لَّ  
Terjemahannya : 
“Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orangorang kafir adalah 
seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain 
panggilan dan seruan saja, mereka tuli, bisu dan buta, Maka (oleh sebab itu) 
mereka tidak mengerti” (Kementrian Agama, 2012) 
 
 Pada ayat diatas menjelaskan bahwa tuli, bisu dan buta adalah orang-orang 
kafir yang bercokol dalam kesesatan dan kedunguan. Mereka tuli, bisu dan buta yang 
berarti tuliuntuk menyimak kebenaran, bisu untuk mengatakan kebenaran dan buta 
untuk melihat jalan kebenaran. Mereka tuli, bisu dan buta, mereka tidak mau melihat 
tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ataupun di dalam diri sendiri. Jadi 
seolah-olah mereka buta, tidak mengetahui tujuan sebuah perbuatan yang dilakukan. 
Bahkan mereka hanya mengikuti petunjuk orang-orang yang tidak mendapat hidayah 
dan tidak menggunakan akal pikirannya. 
Quraish Shihab menjelaskan kata tuli adalah sifat orang-orang kafir yang tidak 
memfungsikan alat pendengaran mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar 
bimbingan, bisu tidak memfungsikan lidah mereka sehingga mereka tidak dapat 
bertanya dan berdialog, dan buta tidak memfungsikan mata mereka sehingga mereka 
tidak dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah (Rofi’atul Khoiriyah, 2015: 73). 
3. A’roj (pincang/tunadaksa) 
 
31 
 
  Kata a’roj yang terdapat dalam al-Qur’an bermakna orang yang mengalami 
kesulitan pada alat gerak kaki (pincang). Sikap yang ditunjukkan al-Qur’an pun sama 
seperti orang normal yang lainnya, tidak ada perbedaan. Mereka juga berhak tinggal 
dan bergabung bersama keluarga dan yanglainnya. Mereka malah mendapat 
keringanan dalam berperang, seperti dalam firman Allah QS al-Fath/48:17 berbunyi 
 ِضيِرَمْلا َىلَع َلََّو ٌجَرَح ِجَرَْعْلْا َىلَع َلََّو ٌجَرَح ٰىَمَْعْلْا َىلَع َسْيَل  ٌجَرَح  
 َّلََوَتي ْنَمَو ۖ ُراَهَْنْلْا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍتاَّنَج ُهْلِخُْدي ُهَلُوسَرَو َ َّاللَّ ِعُِطي ْنَمَو 
ا  ميَِلأ ا بَاذَع ُهْب ِ َذُعي 
  
Terjemahannya : 
 
“Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas 
orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). dan Barangsiapa yang taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang 
berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih” (Kementrian 
Agama, 2012) 
 
K. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi 
yang disediakan   oleh penyelenggara pelayanan publik.  
 Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelayanan barang 
dan jasa publik serta pelayanan administrasi, dalam ruang lingkup tersebut termasuk 
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pendidikan, pengajaran, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi, lingkungan 
hidup, kesehatan, jaminan social, transportasi, pariwisata dan sector strategis lainnya. 
Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi 
penyelenggara, penyelenggara adalah setiap instutitusi penyelenggara negara, 
koorporasi, penyelenggara independen, yang dibentuk berdasarkan undang-undang 
untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi 
penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, kegagalan 
penyelenggaraan pelayanan, Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus 
Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayananan jasa dengan perlakuan 
khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pengguna jasa berkebutuhan khusus adalah pengguna jasa yang karena 
kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan 
fasilitas dan perlakuan khusus seperti, difabel, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil 
dan orang sakit, (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 98 tahun 2017 tentang 
Penyediaan Aksesbilitas Pada Pelayanan Jasa  Transportasi Publik Bagi Pengguna 
Jasa Berkebutuhan Khusus). 
3. Penyelenggara Transportasi Publik 
Penyelenggara transportasi publik adalah setiap instutitusi penyelenggara 
negara, koorporasi, penyelenggara independen, yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara jasa publik dalam ketentuan 
 
33 
 
ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayananan 
publik sebagai contoh antara lain, jasa pelayanan transportasi angkutan 
darat/laut/udara yang dilakukan oleh PT (persero) merpati airlines, PT (persero) 
garuda Indonesia, PT (persero) pelni, PT (persero) damri, Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.  
Penyelenggara jasa transportasi publik wajib melaksanakan pelayanan bagi 
pengguna jasa berkebutuhan khusus. Dalam hal ini transportasi publik perkotaan baik 
dalam hal sarana dan prasarana yang menunjang aksesbilitas bagi pengguna jasa 
transportasi publik perkotaan berkebutuhan khusus. 
 Aksesbilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi 
publik perkotaan paling sedikit meliputi ( Permenhub No 98 Tahun 2017 ) : 
a. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi 
b. Pintu yang aman dan mudah di akses 
c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses 
d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayananan di sarana transportasi yang 
mudah di akses 
e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah di akses 
f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses dan nyaman 
                             Sedangkan prasarana aksesbilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus 
pada prasarana transportasi meliputi : 
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g. Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana transportasi (pedestrian, 
loket, toilet dan lain-lain) 
h. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, 
loket, toilet) 
i. Informasi visual/audio terkait informasi pelayanan 
j. Pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda 
k. Area menaikkan dan menurunkan penumpang 
l. Ramp dengan kemiringan yang sesuai 7o 
m. Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat  
n. Toilet yang aksesibel yang sesuai dengan dimensi pintu toilet yang sesuai 
dengan lebar kursi roda 
o. Loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah di akses 
p. Ruang tunggu dengan kursi prioritas 
q. Ruang menyusui dilengkapi dengan fasilitas sofa, baby tafel dengan tinggi 
sepinggang wanita, penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dispenser air 
minum 
r. Poliklinik 
s. Ruang bermain anak 
t. Tempat parkir 
u. Akses bahaya kebakaran 
v. Ketersediaan kursi roda yang siap pakai 
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Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi publik perkotaanwajib 
menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber daya manusia yang 
dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan 
terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik sarana maupun 
prasarana transportasi. Pemberian informasi yang dimaksud, berupa tanda-tanda 
khusus, bunyi dan gambar-gambar serta huruf braille/huruf timbul pada tempat 
khusus disemua sarana dan prasana transportasi. 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yang dimana lokasinya yaitu di 
koridor 3 karena di koridor tersebut masih beroperasi BRT dan di LSM Perdik. 
Adapun Waktu penelitian ini dilakukan selama enam bulan yaitu pada bulan mei 
sampai bulan november 2018. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis yaitu: 
a. Data Kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi 
karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data yang 
dimaksud berupa letak administrasi, jaringan jalan, rute, kondisi halte. 
b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik yang bisa 
diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data ini 
berupa rute trayek, jumlah pengguna BRT, jumlah halte BRT. 
2. Sumber Data 
Menurut sumbernya, data terbagi atas dua yaitu : 
a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi lapangan atau 
pengamatan langsung objek penelitian. Jenis data yang dimaksud berupa   
Data eksisting halte BRT dan jumlah halte BRT. 
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b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh pada instansi terkait guna 
mengetahui data kuantitatif objek penelitian. Jenis data yang dimaksud 
berupa data rute trayek  dan jumlah pengguna BRT. 
C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 
yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 
Populasi yang dimaksud disini adalah masyarakat difabel yang ada di Kota 
Makassar yang jumlahnya mencapai 1715 jiwa pada tahun 2017 dan 
penumpang halte BRT. 
b. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan 
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari 
populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan 
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 
harus betul-betul representatif (Sugiyono,2011). Maka dalam sampel 
penelitian ini penulis mengambil sampel di Lembaga Swadaya Masyarakat 
Difabel yang merupakan wadah bagi masyarakat difabel yang masih aktif 
menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah. Adapun teknik sampel 
yang digunakan adalah simple random sampling atau sampel secara acak. 
Sampel yang dimaksud disini adalah masyarakat umum ataupun difabel 
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yang merupakan anggota Perdik yang pernah menggunakan halte BRT 
dengan rumus slovin dalam Riduan (2007:65) sebagai berikut : n =      
𝑁
1+𝑁.𝑑2
 
Keterangan : n = ukuran sampel, N = ukuran populasi, e = nilai kritis (batas 
ketelitian) yang diinginkan.   
    Adapun jumlah penumpang bus BRT dalam setahun terakhir yaitu 2017 
adalah 175.023, maka rumus slovin untuk mendapatkan jumlah sampel 
sebagai berikut: n =      
175.023
1+175.023𝑥 0.12
        = 99,94 dibulatkan jadi 100 
sampel, dimana 90 orang adalah yang pernah menggunakan halte BRT dan 
10 orang difabel pengguna halte BRT. 
D. Metode  Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Observasi lapangan yaitu pencarian data dengan mengidentifikasi melalui 
pengamatan langsung di lokasi yang telah dibanguni oleh halte BRT.  
2. Telaah pustaka yaitu cara pengumpulan data informasi dengan cara 
membaca atau mengambil literatur laporan, bahan perkuliahan, dan sumber-
sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 
3. Survey instansi, yaitu pengumpulan data melalui instansi terkait guna 
mendapatkan data kualitatif dan data kuantitatif obyek studi. 
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4. Studi Dokumentasi, untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi 
dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. 
Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, lefeat/brosur objek, dan 
dokumentasi foto. 
5. Wawancara dan kuisoner, pengumpulan data dengan melakukan wawancara, 
baik itu wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Dalam melakukan 
teknik ini peneliti akan menyediakan pertanyaan- pertanyaan  tertulis yang 
menggali yang berkaitan dengan penelitian ini. Hingga menyiapkan kuisoner 
demi mengetahui tingkat kehandalan halte brt bagi Difabel dalam 
mendukung transportasi perkotaan yang handal di Kota Makassar. 
E. Variabel Penelitian 
Variable dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 
dapatdiukur secara kuantitatif ataupu kualitatif (Nana Sudraja, 1991). Variabel 
dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori. Semakin 
sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang 
digunakan. Adapun variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : 
Tabel 1.Variebel Penelitian 
No Objek Penelitian 
Variabel Indikator Metode Pengambilan 
Data 
1 kesetaraan  Kursi prioritas 
 Ruang khusus untuk kursi 
roda 
 Kemiringan lantai dan 
tekstur khusus 
Survey lapangan dan 
dokumentasi. 
2 kenyamanan  Jumlah penumpang 
 Lampu penerangan 
 Fasilitas pengatur suhu 
Wawancara, kuisoner, 
survey lapangan 
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No Objek Penelitian 
Variabel Indikator Metode Pengambilan 
Data 
ruangan atau ventilasi udara 
 Fasilitas kebersihan 
 Luas lantai perorang 
 Fasilitas kemudahan naik 
turun penumpang 
3 keterjangkauan Jumlah rute yang dilayani halte Survey instansi 
4 Keteraturan Ketepatan waktu Survey lapangan, 
kouisoner, wawancara 
Sumber: Permenhub Republik Indonesia nomor PM 10 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan 
Minimum Angkutan Massal Berbasis Jalan 
 
 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini di uraikan berdasarkan 
tujuan yang akan dicapai. Berikut ini di uraikan metode analisis yang digunakan 
berdasarkan tujuan penelitian. 
1. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui kelayakan halte BRT yang 
ada di Kota Makassar bagi penyandang Difabel. Alat analisis yang digunakan adalah 
metode Skala Likert dan deskriptif kuantitatif. 
a. Skala Likert merupakan skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang/ sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 
2008). Skala ini banyak digunakan karena mudah dibuat bebas memasukkan 
pertanyaan yang relavan, reabilitas yang tinggi, dan aplikatif pada berbagai 
aplikasi.penelitian ini menggunakan sejumlah statement dengan skala 5 dan 
merupakan alternatif jawaban. 
5 = Sangat (Setuju/Baik/Suka) 
4 = (Setuju/Baik/Suka) 
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3 = Netral/Cukup 
2 = Kurang (Setuju/Baik/Suka) 
1 = Tidak (Setuju/Baik/Suka) 
Tabel 2.Perhitungan Bobot Skala Likert 
Alternatif jawaban Ketentuan Mendapatkan Bobot Hasil Jawaban 
5 = Sangat Setuju (SS) Responden yang menjawab SS = (jumlah 
Pemilih x Alternatif Jawaban 5) 
Menghitung Hasil 
Pengalian dari 
Jumlah Pemilih 
dan Alternatif 
jawaban 
4 = Setuju (S) Responden yang menjawab S = (jumlah 
pemilih x Alternatif Jawaban 4) 
3 = Netral/Cukup  (N) Responden yang menjawab N = (jumlah 
pemilih x Alternatif Jawaban 3) 
2 = Kurang Setuju (KS) Responden yang menjawab KS = (jumlah 
pemilih x Alternatif Jawaban 2) 
1 = Tidak Setuju (TS) Responden yang menjawab TS = (jumlah 
pemilih x Alternatif Jawaban 1) 
Sumber: Sugiyono Tahun 2008 
Skala ini mudah dipakai untuk penelitian yang terfokus pada responden dan 
obyek. Jadi peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda dari tiap- tiap 
responden. Kuisoner atau daftar pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 
oleh responden dengan cara memilih alternatif jawaban yang tersedia. 
b. Analisis Distribusi Frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval 
tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar (Hasan, 2011). 
Dalam Ilmu Statistik distribusi frekuensi mengandung pengertian suatu keadaan 
yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang 
dilambangkan dengan itu, tersalur, terbagi, atau terpancar. Pada umumnya 
dalam analisis ini akan menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel 
(Notoatmodjo, 2005) dengan rumus :  
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P = 
𝐹
𝑛
 𝑥 100% 
P = Presentase 
F = Frekuensi dari setiap alternatif jawaban yang menjadi pilihan yang telah 
dipilih oleh responden atas pertanyaan yang diajukan. 
n = Jumlah frekuensi seluruh alternatif jawaban yang menjadi pilihanresponden 
atas pertanyaan yang diajukan. 
100% = bilangan genap ( Sabarguna, 2008) 
Setelah mendapatkan jumlah presentase, maka selanjutnya mengkategorikan 
penilaian responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut :      
rs = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 
rs= 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100% 
rs = nilai presentase akhir 
adapun yang dimaksud dengan skor aktual dan ideal dapat dilihat dari 
pengertian dibawah ini ; 
a. Skor aktual adalah merupakan hasil perkalian dari alternatif jawaban dalam 
skala tertentu (5/4/3/2/1) dengan frekuensi dari masing masing jawaban 
tersebut. 
b. Skor ideal adalah merupakan hasil perkalian dari alternatif jawaban tertinggi 
yaitu Sangat Setuju (SS) dengan seberapa banyak frekuensi pertanyaan.   
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Setelah menghitung nilai presentase akhir (rs) dari hasil responden, kemudian kita 
akan menentukan kriteria persentase skor akhirnya. Adapun klasifikasi dalam 
penetapan kriteria oleh Umi Narimawati, 2007 sebagai berikut: 
 
Tabel 3.3 Kriteria Presentase Skor 
No Jumlah Skor % Kriteria 
1 20,00 – 36,00 Tidak Handal 
2 36,01 – 52,00 Kurang Handal 
3 52,01 – 68,00 Cukup Handal 
4 68,01 – 84,00 Handal 
5 84,01 – 100 Sangat Handal 
Sumber: Uni Narimawati penetepan kriteria 
c. Metode deskriptif kuantatif pada tujuan penelitian yang pertama digunakan 
untuk mendeskripsikan hasil dari metode distribusi frekuensi mengetahui 
kelayakan halte BRT bagi penyandang difabel berdasarkan kondisi eksisting 
dengan standar yang telah di tetapkan. 
1. Tujuan penelitian yang kedua adalah memberikan rekomendasi halte BRT 
yang ramah bagi penyandang difabel sebagai upaya mendukung 
transportasi perkotaan yang handal di Kota Makassar. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif adalah metode analisis yang bersifat 
deskriptif dengan menggambarkan dan mengamati secara jelas kondisi atau 
keadaan yang terjadi dilapangan. 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara 
operasionalberdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti 
untukmelakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek 
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ataufenomena. Dalam defenisi operasional ini ada beberapa pengertian dan 
batasanyang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan 
acuanyaitu : 
1. Halte yang dimaksud dalam penelitian ini adalah halte bagi masyarakat difabel  
2. Difabel dalam penelitian ini yaitu difabel fisik yang mencakup Tuna Netra, 
Tuna Daksa, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara adalah bagian dari Pergerakan 
Difabel Untuk Indonesia yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
masih aktif menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah 
3. Kenyamanan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan standar minimal 
yang harus dipenuhi dengan indikator yaitu, bersih, indah, sejuk, serta 
kemudahan naik dan turun yang dapat dinikmati oleh pengguna jasa. 
4. Keterjangkauan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan standar 
minimal yang harus dipenuhi dengan indikator, memberikan kemudahan bagi 
pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal, serta rute trayek sudah 
memberi kemudahan dalam mendukung aktivitas pengguna jasa 
5. Kesetaraan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan standar minimal 
yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus dengan indikator 
berupa prasarana, prioritas pelayanan, fasilitas pelayanan, bagi pengguna jasa 
penyandang difabel, manusia usia lanjut, anak-anak, dan ibu hamil. 
6. Keteraturan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan standar minimal 
yang harus dipenuhi dengan indikator, untuk memberikan kepastian waktu 
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pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi 
perjalanan bagi pengguna jasa. 
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No RumusanMasalah Metode Penelitian 
Faktor yang 
teliti 
Jenis 
Penelitian 
Teknik 
Sampling 
Teknik 
Analisis 
Pemecahan 
Masalah 
Saran/ 
Keterangan 
- 
- Bagi pemerintah Provinsi 
sulawesi selatan   penelitian 
ini khususnya di Kota 
Makassar dimanfaatkan 
sebagai masukan dalam 
pembangunan halte BRT 
yang ramah bagi difabel 
pertumbuhan 
- Sebagai bahan masukan bagi 
Jurusan Planologi dalam 
upaya pengembangan 
akademik khususnya dalam 
meneliti/mengkaji tentang 
halte BRT bagi Difabel 
1. 
Bagaimana kondisi 
eksisting dan 
sejauh mana halte 
BRT di Kota 
Makassar 
mendukung 
transportasi 
perkotaan yang 
handal 
1.Kelayakan 
halte BRT  
2.kenyamanan 
3. 
keterjangkauan 
4.keteraturan 
Pengamatan 
langsung, 
wawancara 
dan 
kuisoner 
- Skala likert 
Menyimpulkan  
kondisi eksisting 
serta kehandalan 
halte BRT di 
Kota Makassar 
2 
Bagaimana konsep 
halte bagi difabel 
 
2. v
v
v
v
k
e
f
f
j
e
c
c 
Pengamatan 
langsung, 
wawancarad
an kuisoner 
 
Sampel 
secara acak. 
Deskriptif 
kualitatif 
Rekomendasi 
halte BRT yang 
ramah bagi 
difabel 
H. Tabulasi Metode Penelitian 
Tabel 4. 
Metode Penelitian 
 
Kesetaraan 
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I. Kerangka Pikir Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujuan  
1. Mengetahui kelayakan halte BRT yang ada di Kota Makassar bagi 
penyandang Difabel 
2. Mengetahui fungsi halte BRT dalam mendukung system transportasi 
perkotaan di Kota Makassar 
3. Memberikan rekomendasi halte BRT bagi difabel dengan pemetaan titik 
halte BRT bagi difabel 
 
Kondisi Eksisting 
Keberadaan halte BRT bagi penyandang 
Difabel 
 
Rumusan masalah 
1. Bagaimana kondisi eksisting dan sejauh mana halte BRT 
di Kota Makassar mendukung transportasi perkotaan 
yang handal? 
2. Bagaimana konsep halte BRT bagi difabel 
 
1. Perangkat teori 
Standar pelayanan minimal             
angkutan massal berbasis jalan 
2. Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 98 Tahun 2017 Tentang 
Penyediaan Aksesibilitas Pada 
Pelayanan Jasa Transportasi 
Publik Bagi Pengguna Jasa 
Berkebutuhan Khusus   
 
 
Manfaat  
Memberikan masukan bagi pembangunan Halte BRT yang 
ramah bagi penyandang Difabel di Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
                             Harapan 
Sistem transportasi yang handal di Kota 
Makassar serta ramah bagi difabel 
1. Kenyamanan 
2. Keterjangkauan 
3. Kesetaraan 
4. keteraturan 
Metode Analisis 
1. Analisis skala likert 
2. Analisis deskriptif kuantitatif 
Jenis data 
1. Data primer 
2. Data sekunder 
Hasil analisis 
 
Kesimpulan 
BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
 
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar 
 
1. Kondisi Geografis dan Administrasi  
 
     Secara Geografis Kota Makassar terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur 
dan 5°8’6’19” Lintang Selatan, Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77km2 
yang meliputi 14 Kecamatan. Secara administrasi Kota Makassar berbatasan 
dengan: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Pemerintah wilayah administratif, Kota Makassar terdiri dari 14 Kecamatan yaitu: 
Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Rappocini, Kecamatan 
Tamalate, Kecamatan Makassar, Kecamatan UjungPandang, Kecamatan Wajo, 
Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 
Panakukkang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan 
Tamalanrea, dengan jumlah Kelurahan sebanyak 142 Kelurahan. Kecamatan 
terluas adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 Km2 atau 27,43% dari 
luasan Kota Makassar, sedangkan wilayah Kecamatan yang mempunyai luasan 
terkecil adalah Kecamatan Mariso yaitu 1,82 Km2 atau 1,04 dari total wilayah 
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Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut Kecamatan di Kota 
Makassar dapat dilihat di tabel 5 dan gambar 4.1 berikut. 
Tabel 5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase Terhadap Luas 
Kota Makassar 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,28 
3 Tamalate 20,21 11,50 
4 Rappocini 9,23 5,25 
5 Makassar 2,52 1,431 
6 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2,10 1,19 
9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 Tallo 5,83 3,32 
11 Panakukkang 17,05 9,70 
12 Manggala 24,14 13,73 
13 Biringkanaya 48,22 27,43 
14 Tamalanrea 31,84 18,11 
Jumlah 175,77 100,00 
                              Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka tahun 2017 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Terluas adalah Kecamatan 
Biringkanaya dengan luas wilayah mencapai 48,22 Km2 sedangkan Kecamatan 
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Mariso dengan luas wilayah 1,82 Km2. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat 
pada uraian grafik berikut. 
Diagram 1.Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017 
 
2. Aspek Kependudukan 
Penduduk Kota Makassar menurut data Badan Pusat Statistik yaitu 1.469.601 
Jiwa yang terdiri atas 727.314 penduduk berjenis kelamin laki-laki serta 742.287 
penduduk berjenis kelamin perempuan, perkembangan penduduk di Kota 
Makassar sendiri mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 dengan jumlah 
penduduk 1.369.606 jiwa hingga pada tahun 2016 menjadi 1.469.601 jiwa, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut.  
Tabel 6. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Makassar 
No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 
2012 2013 2014 2015 2016 
Kec. Mariso Kec. Mamajang Kec. Tamalate
Kec. Rappocini Kec. Makassar Kec. Ujung Pandang
Kec. Wajo Kec. Bontoala Kec. Ujung Tanah
Kec. Tallo Kec. Panakukkang Kec. Manggala
Kec. Biringkanaya Kec. Tamalanrea
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No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) 
2012 2013 2014 2015 2016 
1. Mariso 56.524 57.790 58.327 58.815 59.292 
2. Mamajang 59.170 60.236 60.537 60.779 61.007 
3. Tamalate 176.947 183.039 186.921 190.694 194.493 
4. Rappocini 154.184 158.325 160.499 162.539 164.493 
5 Makassar 82.027 83.550 84.014 84.396 84.758 
6. Ujung 
Pandang 
27.201 27.802 28.053 28.278 28.497 
7. Wajo 29.630 30.258 30.505 30.722 30.933 
8. Bontoala 54.515 55.578 55.937 56.243 56.536 
9. Ujung Tanah 47.129 48.133 48.531 48.882 49.223 
10. Tallo 134.738 137.260 137.997 138.598 139.167 
11. Panakukkang 142.308 145.132 146.121 146.968 147.783 
12. Manggala 122.838 127.915 131.500 135.049 138.659 
13. Biringkanaya 177.116 185.030 190.829 196.612 202.520 
14. Tamalanrea 105.234 108.024 109.471 110.826 112.170 
Total 1.369.606 1.408.072 1.429.242 1.449.401 1.469.601 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka Tahun 2017 
     Pada tabel diatas diketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk di Kota 
Makassar mengalami pertambahan setiap tahunnya dengan jumlah tertinggi tahun 
terakhir terdapat di Kecamatan Biringkanaya dengan 202.520 jiwa. 
b. Kepadatan Jumlah Penduduk 
           Perkembangan penduduk di Kota Makassar terus mengalami peningkatan 
pertumbuhan penduduk dan dalam persebarannya, penduduk Kota Makassar 
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tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel 7 berikut 
Tabel 7. Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Penduduk 
(jiwa) 
Kepadatan 
Penduduk 
1. Mariso 1,82 59.292 32.578 
2. Mamajang 2,25 61.007 27.114 
3. Tamalate 20,21 194.493 96.24 
4. Rappocini 9,23 164.493 17.829 
5 Makassar 2,52 84.758 33.634 
6. Ujung Pandang 2,63 28.497 10.835 
7. Wajo 1,99 30.933 15.544 
8. Bontoala 2,10 56.536 26.922 
9. Ujung Tanah 5,94 49.223 11.187 
10. Tallo 5,83 139.167 23.871 
11. Panakukkang 17,05 147.783 8.668 
12. Manggala 24,14 138.659 5.744 
13. Biringkanaya 48,22 202.520 4.200 
14. Tamalanrea 31,84 112.170 3.523 
Total 175,77 1.469.601 83.61 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar dalam Angka Tahun 2017 
    Pada tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Makassar memiliki tingkat 
kepadatan penduduk yang tinggi yaitu, 33,6 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 
sebanyak 84.758 jiwa, sedangkan kepadatan terendah yaitu Kecamatan 
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Tamalanrea dengan 3,523 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk 112.170 jiwa, 
berikut grafik kepadatan penduduk di Kota Makassar berdasarkan kecamatan. 
 
Diagram 2. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kec. Mariso Kec. Mamajang Kec. Rappocini Kec. Makassar
Kec. Ujung Pandang Kec. Wajo Kec. Bontoala Kec. Ujung Tanah
Kec. Tallo Kec. Panakukkang Kec. Manggala Kec. Biringkanaya
Kec. Tamalanrea
 
53 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Administrasi Kota Makassar 
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
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          Lokasi penelitian dilaksanakan pada lingkup koridor 3 yang merupakan rute 
trayek BRT yang masih beroperasi hingga saat ini. Rute trayek BRT sendiri pada 
awalnya melayani 11 koridor, tapi hingga saat ini hanya beroperasi pada koridor 3 
karena kurangnya jumlah penumpang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
uraian tabel 8 berikut. 
Tabel 8. Rute Trayek BRT 
Rute Rincian Jalur 
Koridor 1 Bandara – Tol Reformasi – Jl. A. Yani – Jl. 
Jend. Sudirman – Jl. Haji Bau – Jl. Metro Tj. 
Bunga – Trans Studio – Mall GTC (25,2 Km) 
. 
Koridor 2 Mall Panakukang – Jl. Boulevard 
Panakukang – Jl. Ap. Pettarani – Jl. Urip 
Sumoharjo – Jl. Bawakaraeng – Jl. Jend. 
Sudirman – Jl. Dr. Samratulangi – Jl. 
Kakatua – Jl. Gagak – Jl. Nuri – Jl. Rajawali 
– Jl. Metro Tj. Bunga – Trans Studio – Mall 
GTC (14,9 Km). 
Koridor 3  Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Urip 
Sumoharjo - Jl. AP Pettarani - Jl.  Sultan  
Alaudin - Terminal  Pallangga (21,8 Km). 
Koridor 4 Terminal Maros – Maros - Jl   Poros Daya – 
Bandara - Jl   Perintis   Kemerdekaan -¬ 
Terminal   Daya (19,2 Km) 
Rute Rincian Jalur 
Koridor 5 Untia - Terminal Panampu - Jl.  Tinumbu - Jl  
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Ujung - Jl  Bandang - Jl Veteran Utara - Jl 
Veteran Selatan - Jl.Sultan Alaudin – 
Terminal Malengkeri - Jl Gowa Raya - 
Terminal Pallangga (10,6_Km) 
Terminal Pallangga - Jl Gowa Raya – 
Terminal Malengkeri - Jl.Sultan Alaudin - Jl 
Veteran Selatan - Jl Veteran Utara - Jl  
Bandang - Jl  Ujung - Jl.  Tinumbu - 
Terminal  Panampu – Untia (10,6 Km) 
Koridor 6 Trans Studio - Mall GTC – Jl. Tj. Bayam – Jl 
Poros Barombong-Bontomanai – Jl Poros 
Gowa-Takalar - Terminal Pallangga (16,3 
Km) 
Koridor 7 Terminal Pallangga – Jl Poros Gowa-Takalar 
- Terminal Takalar (25 Km) 
Koridor 8 Terminal  Takalar – Jl. Galesong  Selatan – 
Jl Galesong  Utara – Barombong (30 Km) 
Koridor 9 Terminal Daya - Jl Lingkar Tengah – 
Bontomanai - Jl Poros Gowa-Takalar - 
Terminal Pallangga (25,4 Km) 
Koridor 10 Terminal Daya - Jl Lingkar Luar – 
Bontomanai - Jl Poros Gowa-Takalar - 
Terminal Pallangga (25 Km) 
Koridor 11 Terminal Maros - Jl ByPass Mamminasata – 
Bontomanai – Barombong (47 Km) 
Sumber: Perum Damri Kota Makassar Tahun 2018 
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    Pada tabel diatas diketahui bahwa rute terpanjang yang dilalui BRT yaitu pada 
koridor 11 dengan panjang rute 47 Km, sedangkan rute terpendek yaitu pada 
koridor 5 dengan panjang rute 10,6 Km. Rute yang menjadi lokasi penelitian 
penulis memiliki panjang rute 21,8 Km. 
C. Karekteristik Halte di Koridor 3 
    Awal mula dibangunnya halte adalah untuk menambah kapasitas angkutan jalan 
untuk menarik masyarakat meninggalkan kendaraan pribadinya kemudian 
menggunakan BRT sebagai alat transportasinya. Pembangunan halte sendiri mulai 
dilakukan pada tahun 2014 terkhusus pada koridor 3 sampai pada saat ini telah 
terbangun sebanyak 49 unit yang tersebar sepanjang rute tersebut, dengan 
berbagai jenis halte, untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian pada tabel 9 dan 10 
berikut. 
Tabel 9. Tahun Halte 
No Tahun Halte Frekuensi 
1 2014 9 
2 2015 13 
3 2016 14 
4 2017 13 
Jumlah 49 
Sumber: DataBase Dishub Prov Sulawesi Selatan 2018 
    Pada tabel diatas diketahui bahwa pembangunan halte paling banyak terjadi 
pada tahun 2016 dengan jumlah yaitu 14 unit halte terbangun pada koridor 3, 
adapun jenis halte yang terbangun ada 5 jenis halte yang terbangun, untuk lebih 
jelas dapat dilihat uraian pada tabel 4.6 berikut 
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Tabel 10. Jenis Halte 
No Jenis Halte Frekuensi Gambar 
1 A1 14  
2 A3 16 
 
3 B1 4  
4 B2 4 
 
5 C1 11  
Jumlah 49  
Sumber: Database Dishub Prov Sulawesi Selatan Tahun 2018 
     Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa halte jenis A3 merupakan halte yang 
banyak terbangun di sepanjang jalur koridor 3 dengan jumlah yang terbangun 
sebanyak 16 unit. Berikut Grafik Pembangunan Halte di Koridor 3.  
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Grafik 1 Pembangunan Halte Berdasarkan Tahun Di Koridor 3 
Sumber: Database Dishub Prov Sulawesi Selatan Tahun 2018 
D. Karakteristik Penumpang BRT 
    Pada awal pembangunannya BRT diharapkan dapat menjadi solusi dari 
kemacetan yang terjadi di Kota Makassar, dengan adanya BRT ini diharapkan 
dapat menambah kapasitas angkutan jalan untuk mengurai kemacetan yang terjadi 
pada saat ini, dengan membangun BRT serta menarik minat masyarakat untuk 
menggunakan BRT, akan tetapi yang terjadi dalam pengoperasiannya dalam 2 
tahun terakhir mengalami penurunan jumlah pengguna BRT terkhusus pada 
koridor 3 yang sampai pada saat ini masih melayani penumpang, pada tahun 2016 
jumlah penumpang yang menggunakan BRT pada koridor 3 yaitu 191.237 jiwa, 
sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah yaitu 175.023 
jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel 11 berikut. 
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Tabel 11.Jumlah Penumpang BRT 
No Tahun Bulan Penumpang Tahun Penumpang 
1 2016 Januari 17.022 2017 26.888 
2 Februari 13.311 20.862 
3 Maret 14.565 27.232 
4 April 13.851 24.549 
5 Mei 18.131 17.996 
6 Juni 16.151 14.131 
7 Juli 16.864 14.927 
8 Agustus 13.176 6.137 
9 September 10.891 6.554 
10 Oktober 13.528 4.497 
11 November 16.317 2.300 
12 Desember 27.430 8.950 
Jumlah 191.237  175.023 
Sumber: PerumDamri Kota Makassar Tahun 2018 
    Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah penumpang kurun waktu tahun 2016 
hingga 2017 mengalami fluktuatif, penurunan jumlah penumpang terjadi pada 
tahun 2017 periode Agustus hinggga November. Berikut Grafik penumpang pada 
tahun 2016- 2017. 
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Grafik 2 Jumlah Penumpang Tahun 2016 dan 2017 
 
Sumber: Perum Damri Kota Makassar Tahun 2018 
E. Jumlah Difabel Di Kota Makassar 
Difabel Merupakan singkatan dari Different Ability yaitu manusia berkebutuhan 
khusus, di Kota Makassar sendiri jumlah difabel berdasarkan data dari Dinas 
Sosial Kota Makassar pada tahun 2016 yaitu 1.390 jiwa dan mengalami 
peningkatan pada tahun 2017 yaitu 1.715 jiwa dari total jumlah penduduk Kota 
Makassar. Untuk lebih lebih jelasnya dapat kita lihat rincian dibawah ini. 
Tabel 12. Jumlah Difabel Di Kota Makassar Tahun 2016 
No Difabel Frekuensi 
1 Tuna netra 174 
2 Tuna wicara/tuna rungu 49 
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No Difabel Frekuensi 
3 Tuna daksa 22 
4 Difabel berat 445 
5 Eks kusta 700 
Total 1390 
Sumber: Database Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2016 
Tab
el 
13. 
Jum
lah 
Difa
bel 
Di 
Kot
a 
Mak
assa
r Tahun 2017 
Sumber: Database Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2017 
     Berdasarkan Tabel 12 dan 13 diatas mengenai jumlah difabel di Kota Makassar 
berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Makassar sendiri mengalami peningkatan 
yang cukup tinggi dari tahun 2016 yang berjumlah 1.390 hingga tahun 2017 
dengan jumlah 1.715 jiwa, dengan peningkatan sebesar 23% atau 325 jiwa. 
No Difabel Frekuensi 
1 Tuna netra 174 
2 Tuna wicara/tuna rungu 165 
3 Tuna daksa 22 
4 Difabel berat 100 
5 Eks kusta 700 
6 Difabel ringan 445 
7 Tuna rungu 109 
Total 1715 
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Sedangkan jumlah penduduk Kota Makassar sendiri pada tahun 2017 dengan 
jumlah 1.469.601 jiwa yang berarti 0,116% dari total penduduk Kota Makassar 
adalah masyarakat difabel.        
    Artinya bahwa pemerintah Kota Makassar sudah selayaknya memperhatikan 
masyarakat difabel yang merupakan bagian dari penduduk Kota Makassar itu 
sendiri, dengan melibatkannya baik dari penyediaan fasilitas transportasi ataupun 
kepentingan publik lainnya yang ramah bagi masyarakat difabel itu sendiri. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat perhitungan dibawah ini. 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑏𝑒𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑏𝑒𝑙
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟
𝑥 100% 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑏𝑒𝑙 =
1715
1469601
𝑥 100% 
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,116% 
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Gambar 2. Peta Sebaran Halte 
 Gambar 3. Peta Rute trayek koridor 
F. Gambaran Umum Responden 
 
64 
 
   Responden dalam penelitian ini meliputi masyarakat umum serta difabel dalam 
lingkup koridor 3 yang menggunakan halte BRT sebagai penumpang. Responden 
yang menjadi objek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Ini sesuai dengan 
metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu random 
sampling. Berdasarkan data dari 100 orang responden diperoleh data berupa, jenis 
kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Pengelompokan ini dilakukan demi 
mendapatkan jawaban yang akurat mengenai gambaran responden dalam 
penelitian ini. Gambaran umum responden dapat dijelaskan sebagai berikut. 
1. Jenis Kelamin 
2. Pendidikan 
3. Pekerjaan  
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
     Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan, yang 
menggunakan halte BRT, dimana jumlah pengguna laki-laki sebanyak 38 orang 
dan perempuan berjumlah 61 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian 
pada tabel 14. 
Tabel 14. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase % 
1 Laki-laki 39 39 
2 Perempuan 61 61 
Jumlah 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 
 
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan 
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    Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna halte BRT 
dengan tingkat pendidikan SMA hingga Perguruan Tinggi, dimana jumlah 
responden memiliki berbagai tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat uraian pada tabel 15 berikut. 
Tabel 15.Tingkat Pendidikan Responden 
No Tingkat Pendidikan Frekuensi Persentase % 
1 SMA 36 36 
2 SMK 1 1 
3 D3 7 7 
4 S1 54 54 
5 S2 2 2 
Jumlah 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 
Grafik 3. Tingkat Pendidikan Responden
 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 
3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 
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     Kriteria responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat pengguna halte BRT 
dengan berbagai macam tingkat perkerjaan mulai dari ASN hingga Wiraswasta. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian tabel 4.12 berikut. 
Tabel 16. Jenis Pekerjaan Responden 
No Pekerjaan Frekuensi Persentase% 
1 ASN 11 11 
2 Tenaga Medis 3 3 
3 Belum Bekerja 7 7 
4 Mahasiswa 41 41 
5 Pelajar 4 4 
6 Pramugari 1 1 
7 Karyawan Swasta 22 22 
8 Wiraswasta 8 8 
9 Media 1 1 
10 Pegawai BUMN 1 1 
11 Dokter Umum 1 1 
12 Advokat 1 1 
Total 100 100% 
 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 
G. Analisis Deskripsi Variabel 
1. Kesetaraan  
   Kesetaraan yang dimaksud merupakan standar minimal yang harus dipenuhi 
untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesbilitas, prioritas pelayanan, 
fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang difabel, wanita hamil, usia 
lanjut dan anak-anak. 
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     Pada bagian ini akan menghasilkan hasil jawaban responden berkaitan dengan 
kesetaraan dengan indikator yaitu a.) kursi prioritas b) ruang khusus pengguna 
kursi roda c.) Kemiringan lantai atau ramp. Adapun penjelasannya dapat dilihat 
uraian pada tabel berikut. 
Tabel 17. Frekuensi Tanggapan Responden Dengan Pertanyaan Terdapat Kursi Prioritas 
Pada Halte 
Item Pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase % 
1 
Sangat setuju - - 
setuju 11 11 
cukup 12 12 
Kurang setuju 29 29 
Tidak setuju 48 48 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Tabel 18. Frekuensi Tanggapan Responden Dengan Pertanyaan Kursi Prioritas Untuk 
Difabel Sudah Terpasang Dengan Baik 
Item Pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase % 
2 
Sangat setuju - - 
Setuju 6 6 
Cukup 20 20 
Kurang setuju 30 30 
Tidak setuju 44 44 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Berdasarkan tabel 17 diatas pada pertanyaan pertama mayoritas responden 
memilih tidak setuju sebanyak 48 responden, lalu yang memilih kurang setuju 
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sebanyak 29 responden, sedangkan pada tabel 18 pertanyaan kedua responden 
mayoritas memilih tidak setuju sebanyak 44 responden. Hal ini dapat 
menunjukkan bahwa halte yang saat ini telah terbangun belum memberikan 
fasilitas bagi masyarakat penyandang difabel berupa kursi prioritas, ini sesuai 
dengan kondisi di lapangan berdasarkan hasil survei penulis dari semua halte yang 
penulis survei belum terdapat kursi prioritas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada gambar berikut. 
 
Gambar 4. kondisi halte                        Gambar 5. kondisi halte 
Tabel 19. Tanggapan Responden Ruang Khusus Pengguna Kursi Roda 
Item Pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
3 
Sangat setuju - - 
Setuju 7 7 
Cukup 18 18 
Kurang setuju 27 27 
Tidak setuju 48 48 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
     Berdasarkan tabel 19 diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden 
memilih tidak setuju sebanyak 48 responden, sedangkan 27 responden memilih 
kurang setuju terkait dari pernyataan ruang khusus bagi pengguna kursi roda 
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sudah tersedia dan berfungsi dengan baik. Ini sesuai dengan pengamatan penulis 
bahwa halte yang terbangun saat ini belum memiliki ruang khusus bagi pemakai 
kursi roda. 
Tabel 20. Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Tingkat Kemiringan Ramp 
Item Pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
4 
Sangat setuju - - 
Setuju 11 11 
Cukup 17 17 
Kurang setuju 34 34 
Tidak Setuju 38 38 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
  Berdasarkan pada tabel 20 diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas responden 
memilih tidak setuju sebanyak 38 responden, sedangkan 34 responden memilih 
kurang setuju terkait dengan tingkat kemiringan ramp pada halte yang telah 
terbangun saat ini, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 6. tingkat kemiringan ramp  Gambar 7. tingkat kemiringan ramp 
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    Adapun perhitungan penjumlahan skor dari tanggapan responden mengenai 
variabel kesetaraan dapat dilihat uraian pada tabel berikut. 
Tabel 21. Jumlah Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kesetaraan 
Item 
Pertanyaan 
Alternatif Jawaban dan Frekuensi Skor Aktual Persentase% 
5 4 3 2 1 
1 - 11 12 29 48 186 9.3 
2 - 6 20 30 44 188 9.4 
3 - 7 18 27 48 184 9.2 
4 - 11 17 34 38 201 10.5 
Jumlah Skor Aktual 759 37.95% 
Skor Ideal 2000 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
     Berdasarkan keempat indikator variabel kesetaraan pada tabel 21 diatas, 
menunjukkan bahwa item pertanyaan yang keempat(tingkat kemiringan ramp) 
memiliki nilai yang tinggi yaitu 201 dengan total persentase 10.5%, akan tetapi 
jika dilihat secara keseluruhan jumlah skor yang diperoleh dari semua item 
pertanyaan memiliki nilai yang rendah dengan total skor yaitu 759 dan total 
persentase 37.95% dari maksimalnya 2000 dengan persentase 100%, hal ini 
menunjukkan bahwa halte yang saat ini terbangun tidak ramah bagi masyarakat 
penyandang difabel. 
2. Kenyamanan 
   Variabel kenyamanan sendiri memiliki beberapa indikator yaitu, a) jumlah 
penumpang, b) lampu penerangan, c) tempat duduk, d) fasilitas pendingin udara, 
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e) fasilitas kebersihan, f) tingkat kebersihan halte, g) luas lantai perorang, h) 
fasilitas naik/turun, adapun rinciannya sebagai berikut. 
 
Tabel 22. Tanggapan Responden Mengenai Jumlah Penumpang 
Item Pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
5 
Sangat setuju 4 4 
Setuju 28 28 
Cukup 43 43 
Kurang setuju 18 18 
Tidak setuju 7 7 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 22 diatas tanggapan responden mengenai kapasitas 
muatan didalam halte tidak mengganggu kenyamanan penumpang lain mayoritas 
responden memilih cukup dengan skor yaitu 43 responden, artinya mayoritas 
masyarakat menganggap kapasitas halte yang ada saat ini sudah cukup nyaman. 
Tabel 23. Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Lampu Penerangan 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
6 
Sangat setuju 2 2 
Setuju 9 9 
Cukup 22 22 
Kurang setuju 38 38 
Tidak setuju 29 29 
Total 100 100% 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
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    Berdasarkan pada tabel 23 tanggapan responden mengenai pernyataan pada 
kuisoner yaitu lampu penerangan berfungsi dengan baik mayoritas responden 
memilih kurang 
setuju dengan 
pernyataan yang terdapat pada kuisoner dengan skor yaitu 38 responden. Ini 
sesuai dengan kondisi di lapangan lampu penerangan di halte saat ini tidak 
berfungsi dengan baik bahkan terdpat halte yang lampunya hilang, untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
 
Gambar 8.kondisi lampu halte        Gambar 9. kondisi lampu halte 
Tabel 24. Tanggapan Responden Mengenai Tempat Duduk Di Halte Sudah Nyaman 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
7 
Sangat setuju 2 2 
Setuju 7 7 
Cukup 32 32 
Kurang setuju 39 39 
Tidak setuju 20 20 
Total 99 100% 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
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     Berdasarkan pada 
tabel 24 
tanggapan responden mengenai pernyataan tempat duduk di halte sudah nyaman 
mayoritas masyarakat kurang setuju dengan pernyataan tersebut dengan skor yaitu 
39 responden yang memilih, berikut gambar kondisi tempat duduk di dalam halte. 
 
 
 
 
 
Gambar 10. kondisi tempat duduk              Gambar 11. kondisi tempat duduk 
 
Tabel 25. Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Pendingin Udara/Ventilasi Udara Di 
Dalam Halte 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
8 
Sangat setuju - - 
Setuju 5 5 
Cukup 10 10 
Kurang setuju 21 21 
Tidak setuju 64 64 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
     Berdasarkan tabel 25 tanggapan responden mengenai fasilitas pendingin 
udara/ventilasi udara di dalam halte mayoritas memilih tidak setuju dengan skor 
64 responden, hasil survei penulis halte yang ada saat ini belum di lengkapi 
dengan fasilitas pendingin udara adapun kondisi dalam halte cukup panas akibat 
 
74 
 
tidak adanya fasilitas pendingin ruangan sehingga para penumpang tidak nyaman 
untuk berlama-lama duduk menunggu di dalam halte. 
Tabel 26. Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Kebersihan Di Dalam Halte 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
9 
Sangat setuju - - 
Setuju 7 7 
Cukup 16 16 
Kurang setuju 31 31 
Tidak setuju 46 46 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 26 tanggapan responden mengenai fasilitas kebersihan 
di dalam halte mayoritas responden memilih tidak setuju dengan skor 46 
responden, hasil survei penulis halte yang ada saat ini belum menyediakan 
fasilitas kebersihan baik itu berupa sapu, tempat sampah yang dapat memudahkan 
penumpang untuk menjaga dan merawat kebersihan halte tersebut serta tentunya 
memberikan rasa nyaman pada penumpang. 
  Tabel 27. Tanggapan Responden Mengenai Kondisi Halte Sudah Bersih 
Item 
Pertanyaan 
Kategori Frekuensi Persentase% 
10 
Sangat setuju 1 1 
Setuju 5 5 
Cukup 16 16 
Kurang setuju 47 47 
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Item 
Pertanyaan 
Kategori Frekuensi Persentase% 
Tidak setuju 31 47 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 27 tanggapan responden mengenai kondisi halte sudah 
bersih mayoritas responden memilih kurang setuju terhadap pernyataan tersebut 
dengan skor yaitu 47 responden memilih kurang setuju, karena kondisi kebersihan 
di dalam halte sangat kotor dengan banyaknya sampah berserakan di dalam halte 
bahkan kondisi halte mengeluarkan bau tidak sedap karena di beberapa sudut 
dipakai untuk buang air kecil, berikut gambar dari kondisi halte untuk lebih 
jelasnya. 
 
Gambar 12. kondisi kebersihan halte 
Tabel 28. Tanggapan Responden Mengenai Luas Lantai Per Orang Sudah Baik 
Item Pertanyaan Kategori  Frekuensi Persentase% 
11 
Sangat setuju 2 2 
Setuju 14 14 
Cukup  40 40 
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Item Pertanyaan Kategori  Frekuensi Persentase% 
Kurang setuju 34 34 
Tidak setuju 10 10 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
     Berdasarkan tabel 28 tanggapan responden mengenai luas lantai perorang 
sudah baik mayoritas responden cukup setuju dengan pernyataan tersebut dengan 
skor 40 responden, artinya masyarakat ataupun responden sudah merasa cukup 
puas dengan luas lantai perorang sehingga penumpang tidak lagi berdesakan serta 
bersenggolan apabila sedang berdiri untuk menunggu bus yang datang. 
Tabel 29.Tanggapan Responden Mengenai Fasilitas Naik/Turun Penumpang Sudah Baik 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
12 
Sangat setuju 4 4 
Setuju 19 19 
Cukup 50 50 
Kurang setuju 18 18 
Tidak setuju 9 9 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 29 tanggapan responden mengenai fasilitas naik/turun 
penumpang sudah baik mayoritas responden memilih cukup dengan skor yaitu 50 
responden, artinya masyarakat sudah merasa cukup puas dengan kondisi fasilitas 
kemudahan naik/turun penumpang hanya saja ada mungkin ada perlu perbaikan 
sedikit pada railing tangga karna dibeberapa titik halte yang penulis temui sudah 
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keropos dan akhirnya patah, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13. kondisi fasilitas naik/turun      Gambar 14. kondisi fasilitas naik/turun 
 
 
Gambar 15. kondisi fasilitas naik/turun 
Adapun perhitungan penjumlahan skor pada variabel kenyamanan sebagai berikut. 
Item 
pertanyaan 
Alternatif jawaban dan frekuensi Skor 
aktual 
Persentase% 
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Tabel 30. Jumlah Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kenyamanan  
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Berdasarkan kedelapan indikator variabel kenyamanan pada tabel 30 
menunjukkan bahwa skor tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 5 
mengenai kapasitas halte sudah cukup baik, tidak menganggu kenyamanan 
penumpang lain dengan skor 304 tapi secara keselurahan jumlah skor variabel 
kenyamanan masih rendah yaitu 1846 atau sekitar 46.175% dari skor ideal yaitu 
4000 dapat diartikan tingkat kenyamanan penumpang di dalam halte sudah cukup 
baik akan tetapi masih perlu pembenahan. 
3. Variabel Keterjangkauan 
    Variabel keterjangkauan sendiri memiliki indikator yaitu a) jumlah rute yang 
dilayani halte b) penetapan rute bus sudah sesuai kebutuhan pengguna c) lokasi 
5 4 3 2 1 
5 4 28 43 18 7 304 7.6 
6 2 9 22 38 29 217 5.4 
7 2 7 32 39 20 232 5.85 
8 - 5 10 21 64 156 3.9 
9 - 7 16 31 46 184 4.6 
10 1 5 16 47 31 198 4.95 
11 2 14 40 34 10 264 6.6 
12 4 19 50 18 9 291 7.2725 
Jumlah skor aktual 1846 46.175% 
Skor ideal 4000 100% 
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dan jarak antara halte yang satu dengan yang lainnya terjangkau, adapun 
rinciannya sebagai berikut. 
Tabel 31.Tanggapan Responden Mengenai Halte Yang Saat Ini Tersedia Sudah 
Mendukung Pergerakan Pengguna 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
13 
Sangat setuju 3 3 
Setuju 11 11 
Cukup 57 57 
Kurang setuju 28 28 
Tidak setuju 1 1 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 31 diatas tanggapan responden mengenai halte yang 
saat ini tersedia sudah mendukung pergerakan pengguna mayoritas responden 
memilih cukup dengan skor yaitu 57 responden, ini artinya halte yang ada saat ini 
sudah cukup mendukung pergerakan pengguna karena halte yang saat ini tersedia 
sudah cukup banyak tersebar di 11 koridor rute trayek BRT baik itu di lingkungan 
perumahan, perkantoran dan pusat hiburan yang ada di Kota Makassar. 
Tabel 32. Tanggapan Responden Mengenai Rute Trayek Bus Sudah Sesuai Kebutuhan 
Pengguna 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
14 
Sangat setuju 1 1 
Setuju 12 12 
Cukup 45 45 
Kurang setuju 28 28 
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Tidak setuju 14 14 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 32 tanggapan responden mengenai rute trayek bus 
mayoritas responden memilih cukup dengan skor yaitu 45 responden, artinya 
masyarakat pengguna BRT sudah cukup puas dengan trayek yang ada saat ini 
yang melayani hingga mencapai 11 koridor. 
Tabel 33. Tanggapan Responden Mengenai Lokasi Dan Jarak Antara Halte Satu Dengan 
Yang Lainnya Terjangkau 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase 
15 
Sangat setuju - - 
Setuju 22 22 
Cukup 50 50 
Kurang setuju 27 27.3 
Tidak setuju 1 1 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
    Berdasarkan pada tabel 33 tanggapan responden mengenai lokasi dan jarak 
antara halte yang satu dengan lainnya terjangkau mayoritas responden memilih 
cukup terjangkau dengan skor 50 responden, hal ini menunjukkan masyarakat 
pengguna BRT sudah cukup puas dengan terjangkaunya halte yang ingin mereka 
naiki karena berdasarkan hasil survei penulis juga melihat jarak antara halte cukup 
terjangkau dengan hanya berjalan kaki dari perkantoran, pusat belanja ataupun 
pusat hiburan. 
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  Adapun hasil perhitungan penjumlahan skor pada variabel keterjangkauan 
sebagai berikut. 
Tabel 34. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Keterjangkauan 
Item pertanyaan Alternatif jawaban dan 
frekuensi 
Skor aktual Persentase% 
5 4 3 2 1 
13 3 11 57 28 1 287 19 
14 1 12 45 28 14 258 17 
15 - 22 50 27 1 293 19.5 
Jumlah Skor aktual 838 55.53% 
Skor ideal 1500 100% 
       Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 34 diatas item pertanyaan nomor 15 mengenai lokasi 
dan jarak antara halte mendapatkan skore tinggi yaitu 293 dari ketiga indikator 
diatas secara keselurahan variabel keterjangkauan memperoleh skor yaitu 838 dari 
1500 skor ideal dengan persentase mencapai 55.53% artinya masyarakat sudah 
cukup puas terkait variabel keterjangkauan daripada halte dan trayek BRT yang 
ada di Kota Makassar. 
 
4. Variabel Keteraturan 
   Variabel keteraturan sendiri memiliki beberapa indikator berikut rincian dari 
variabel keteraturan, a) waktu keberangkatan, b) waktu kedatangan. c) waktu 
tunggu adapun rinciannya sebagai berikut. 
Tabel 35. Tanggapan Responden Mengenai Jadwal Kedatangan Bus Tepat Waktu 
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Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
16 
Sangat setuju - - 
Setuju 7 7 
Cukup 17 17 
Kurang setuju 31 31 
Tidak setuju 45 45 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 35 diatas tanggapan responden mengenai jadwal 
kedatangan bus tepat waktu mayoritas responden memilih tidak setuju dengan 
pernyataan tersebut serta memperoleh skor 45 responden, artinya masyarakat 
tidak puas akan kedatangan bus yang lumayan lama, hal ini yang penulis juga 
rasakan ketika survei di koridor 3 waktu itu penulis naik pukul 9 pagi akan tetapi 
bus datang pada pukul 10:28 artinya butuh waktu hampir 90 menit, hal ini dapat 
menghambat aktifitas pengguna BRT, kendala yang dihadapi oleh bus sehingga 
tidak tepat waktu 
adalah kapasitas jalan di Kota Makassar cukup padat hingga bus tidak dapat 
mempertahankan waktu tempuhnya. 
 
 
Tabel 36. Tanggapan Responden Mengenai Jadwal Keberangkatan Bus Tepat Waktu 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
17 
Sangat setuju - - 
Setuju 11 11 
Cukup 19 19 
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Kurang setuju 29 29 
Tidak setuju 41 41 
Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018(data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 36 tanggapan responden mengenai jadwal 
keberangkatan bus tepat waktu mayoritas responden memilih tidak setuju terkait 
pernyataan tersebut dengan skor yaitu 41 responden, artinya pengguna bus merasa 
tidak puas mengenai jadwal keberangkatan bus yang terlalu lama. 
Tabel 37. Tanggapan Responden Mengenai Waktu Tunggu Bus Kedatangan Sangat 
Cepat 
Item pertanyaan Kategori Frekuensi Persentase% 
18 
Sangat setuju - - 
Setuju 5 5 
Cukup 16 16 
Kurang setuju 32 32 
Tidak setuju 47 47 
Total 100 100% 
 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018(data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 37 tanggapan mengenai responden mengenai waktu 
tunggu kedatangan bus sangat cepat mayoritas masyarakat memilih tidak setuju 
dengan pernyataan tersebut dengan skor 47 responden, artinya masyarakat tidak 
puas dengan pelayanan BRT karena menunggu dalam waktu yang cukup lama dan 
tidak tentu untuk dapat menggunakan bus BRT, padahal waktu tunggu normalnya 
adalah 7 sampai 15 menit. 
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Adapun hasil penjumlahan skor dari variabel keteraturan dapat dilihat dari uraian 
tabel dibawah ini. 
Tabel 38. 
Tanggapan 
Responden 
Mengenai 
Variabel 
Keteratura
n 
 Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018(data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 38 tanggapan responden mengenai variabel 
keteraturan memperoleh skor total yaitu 565 dari skor ideal 1500 dengan 
persentase hanya 37.6%, artinya masyarakat ataupun pengguna BRT di Kota 
Makassar masih kurang puas terkait pelayanan bus BRT yang belum dapat 
memberikan kepastian jadwal yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 
      Adapun hasil rekapitulasi jawaban responden terhadap 
pertanyataan yang diajukan didalam penelitian ini. Berikut rincian jawaban 
responden yang terdapat pada tabel 36 dibawah ini. 
Tabel 39. Hasil Rekapitulasi Responden Terhadap Pernyataan Kuisoner 
No Item 
Pertanyaan 
Alternatif Jawaban dan Frekuensi 
5/Sangat setuju 4/Setuju 3/Cukup 2/Kurang 
setuju 
1/Tidak setuju 
Item 
pertanyaan 
Alternatif jawaban dan frekuensi Skor 
aktual 
Persentase% 
5 4 3 2 1 
16 - 7 17 31 45 186 12.4 
17 - 11 19 29 41 200 13.3 
18 - 5 16 32 47 179 11.9 
Jumlah Skor Aktual 565 37.6% 
Skor ideal 1500 100% 
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No Item 
Pertanyaan 
Alternatif Jawaban dan Frekuensi 
5/Sangat setuju 4/Setuju 3/Cukup 2/Kurang 
setuju 
1/Tidak setuju 
1 - 11 12 29 48 
2 - 6 20 30 44 
3 - 7 18 27 48 
4 - 11 17 34 38 
5 4 28 43 18 7 
6 2 9 22 38 29 
7 2 7 32 39 20 
8 - 5 10 21 64 
9 - 7 16 31 46 
10 1 5 16 47 31 
11 2 14 40 34 10 
12 4 19 50 18 9 
13 3 11 57 28 1 
14 1 12 45 28 14 
15 - 22 50 27 1 
16 - 7 17 31 45 
17 - 11 19 29 41 
18 - 5 16 32 47 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018(data di olah) 
 
 
 
H. Hasil Analisis 
 
86 
 
    Hasil analisis dari masing-masing indikator pada setiap variabel, maka 
didapatkan hasil dari analisis tersebut kemudian akan disimpulkan sesuai dengan 
tingkatan skor serta presentasenya, adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada 
uraian tabel 37 berikut. 
Tabel 40. Nilai Presentase Total Variabel Kesetaraan, Kenyamanan, Keterjangkauan, dan 
Keteraturan 
No Variabel Total skor 
aktual 
Presentase skor% 
1 Kesetaraan 759 37.95 8.4 
2 Kenyamanan 1846 46.175 20.5 
3 Keterjangkauan 838 55.53 9.3 
4 Keteraturan 565 37.6 6.27 
Total skor aktual 4008 44.53% 
Total skor ideal 9000 100% 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
Berdasarkan data pada tabel 37 variabel kenyamanan memperoleh skor tertinggi 
yaitu 1846 dari total skor ideal 4000 atau sebesar 46.175%. dan yang terendah 
adalah variabel keteraturan dengan skor yaitu 565 dari skor ideal 1500 atau 
sebesar 37.6%, hal ini disebabkan belum ada adanya jadwal yang pasti mengenai 
waktu kedatangan, tunggu, serta keberangkatan bus BRT yang akan ditumpangi 
oleh penumpang. Untuk mengkategorikan penilaian responden tentang, 
kesetaraan, kenyamanan, keterjangkauan, keteraturan maka penulis menggunakan 
rumus sebagai berikut. 
𝑟𝑠 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
𝑥 100% 
 
 
87 
 
𝑟𝑠 =
4008
9000
𝑥 100% 
                                       rs = 44.53% 
dari perhitungan diatas diketahui nilai presentase sebesar 44.53%, hasil 
perhitungan pada rumus diatas dapat dilihat pada tabel skoring akhir dibawah ini. 
Tabel 41. Hasil Perhitungan Akumulasi Tingkat Kehandalan Halte BRT di Kota 
Makassar 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018(data di olah) 
Berdasarkan data hasil analisis penelitian pada tabel 41 tersebut menunjukkan 
bahwa tingkat kehandalan terkait dengan pelayanan halte BRT di Kota Makassar 
adalah sebesar 44.53% dengan skor aktual 4008 dari 9000 skor ideal.  
Alternatif 
jawaban 
Frekuensinya Jumlah 
frekuensi 
Variabel 
keseteraan 
Variabel kenyamanan Variabel 
keterjangkauan 
Variabel 
keteraturan 
Jumlah 
5 - (4/2/2/1/2/4) (3/1) - 19 95 
4 (11/6/7/11) (28/9/7/5/7/5/14/19) (11/12/22) (7/11/5) 197 788 
3 (12/20/18/17) (43/22/32/10/16/16/40/50) (57/45/50) (17/19/16) 500 1500 
2 (29/30/27/34) (18/38/39/21/31/47/34/18) (28/28/27) (31/29/32) 541 1082 
1 (48/44/48/38) (7/29/20/64/46/31/10/9) (1/14/1) (45/41/47) 543 543 
Skor aktual 4008 
Skor ideal 9000 
Rs 44.53 
Kriteria Kurang 
handal 
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    Dengan demikian berdasarkan tabel akumulasi yang telah diuraikan diatas 
maka dapat disimpulkan hasil skor masuk pada kriteria “Kurang Handal” 
Kemudian secara grafik digambarkan sebagai berikut. 
Grafik 4 Kriteria Skor 
Sumber: Data Primer Hasil Penelitian Tahun 2018 (data di olah) 
I. Konsep Halte Bagi Masyarakat Difabel 
    Halte yang ada saat ini terbangun menurut hasil analisis pada variabel 
kesetaraan sub bab di atas tidak ramah terhadap difabel, sehingga menyulitkan 
masyarakat difabel mengakses halte tersebut, dengan melihat tingkat pertumbuhan 
difabel tiap tahunnya 23% berdasarkan data pada sub bab diatas dan hasil 
wawancara penulis dengan difabel terkait dengan arahan penempatan halte bagi 
difabel maka halte yang selanjutnya perlu ditempatkan pada fasilitas umum 
seperti, perkantoran untuk memudahkan difabel mengurus terkait administrasi, 
pasar-pasar tradisonal, ruang publik, perbelanjaan modern, fasilitas kesehatan dan 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Tidak Handal
Kurang Handal
Cukup Handal
Handal
Sangat Handal
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fasilitas pendidikan. Terkait hasil analisis tersebut maka konsep halte yang ramah 
bagi difabel merupakan sebuah upaya untuk memberikan dalam hal prasarana 
yang dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat difabel ataupun pengguna jasa 
berkebutuhan khusus lainnya.  
      Permasalahan yang dimiliki halte yang ada saat ini di Kota Makassar yaitu, 
kemiringan ramp yang tidak sesuai, tidak adanya ubin tekstur pemandu prasarana 
menuju ke halte, tidak adanya tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di 
sarana transportasi yang mudah di akses, tidak adanya informasi audio/visual 
mengenai perjalanan yang mudah diakses, pintu khusus bagi difabel, tidak adanya 
fasilitas penyediaan bantu yang mudah diakses, tangga bagi pengguna tuna netra, 
tidak adanya ketersediaan kursi roda yang siap pakai. Karena bukan difabel yang 
sulit untuk melakukan aktifitas, tetapi lingkungan sosial mereka yang sulit 
menerima. 
     Berdasarkan permasalahan tersebut maka konsep pembangunan halte di lokasi 
penelitian didasarkan pada aspek prasarana transportasi. Berikut uraian konsep 
halte bagi masyarakat difabel. 
1. Ramp 
    Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu 
sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga, serta untuk 
memudahkan tuna daksa dalam hal ini pengguna kursi roda. Untuk konsep ramp 
sendiri yaitu. 
a. Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh 
melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk 
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awalan atau akhiran ramp, sedangkan kemiringan ramp yang 
ada di luar bangunan maksimum 6°. 
b. Panjang mendatar dari satu ramp tidak boleh lebih dari 900 
meter. Panjang ramp dengan kemiringan lebih rendah dapat 
lebih panjang. 
c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi 
pengamanan, dan 120 cm dengan tepi pengamanan. 
d. Muka datar pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus 
bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya 
untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm. 
e. Permukaan datar awalan atau akhiran ramp harus memiliki 
tekstur sehingga tidak licin baik di waktu hujan. 
f. Lebar tepi pengaman ramp adalah 10 cm, dirancang untuk 
menghalangi roda kursi roda agar tidak terpelosok atau keluar 
dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas 
jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa 
agar tidak mengganggu jalanan umum. 
g. Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup 
sehingga membantu penggunaan ramp saat malam hari. 
Pencahayaan disediakan pada bagian ramp yang memiliki 
ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian- bagian 
membahayakan. 
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h. Ramp harus dilengkapi dengan rambatan (handrail) yang 
dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. 
2.   Jalur pemandu 
    Jalur pemandu adalah jalur yang memandu masyarakat difabel seperti tuna 
netra, tuna daksa, tuna rungu dan tuna wicara untuk berjalan dengan 
memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Berikut uraian jalur 
pemandu. 
a. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah 
perjalanan 
b. Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap 
adanya perubahan situasi di sekitarnya. 
c. Daerah – daerah yang harus menggunakan ubin tekstur 
pemandu (guilding bloks):   
 Di depan jalur lalu lintas kendaraan 
 Di depan pintu masuk/ keluar dari dan ke tangga 
atau fasilitas persilangan dengan perbedaan 
ketinggian lantai. 
 Di pintu masuk/ keluar pada halte transportasi 
umum atau area penumpang 
 Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan 
dan bangunan. 
 Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke halte 
transportasi umum terdekat. 
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d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian 
yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, 
sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam 
membedakan tekstur ubin pengarah dan peringatan. 
e. Untuk membedakan antara pemandu dengan ubin lainnya, 
maka ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga. 
3. Tanda/ petunjuk khusus pada area pelayanan  
   Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, 
arah, penanda atau penunjuk bagi masyarakat difabel seperti tuna daksa, tuna 
netra, tuna wicara dan rungu.  Bersifat verbal, visual, ataupun tanda-tanda yang 
dapat diraba dan dirasa. Berikut konsep dari tanda/petunjuk khusus pada area 
pelayanan. 
a. Penggunaan tanda/ petunjuk khusus dibutuhkan terutama pada: 
 Arah dan tujuan jalur pedestrian 
 KM/WC umum,telpon umum 
 Parkir khusus difabel 
 Nama fasilitas dan tempat 
b. Konsep rambu yang digunakan: 
 Rambu huruf timbul atau huruf braille yang dapat dibaca 
oleh tuna netra dan masyarakat difabel lainnya. 
 Rambu yang berupa gambar dan symbol yang mudah dan 
cepat ditafsirkan artinya. 
 Rambu yang berupa tanda dan symbol internasional. 
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 Rambu yang menerapkan metode khusus (misal; 
pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll) 
 Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan 
yang tidak silau. Karekter dan symbol harus kontras dengan 
latar belakangnya. 
 Proporsi huruf dan karakter pada rambu harus mempunyai 
rasio lebar dan tinggi antara 3:5 dan 1:1, serta ketebalan 
huruf antara 1:5 dan 1:10 
 Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus di ukur 
sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu di baca. 
c. Lokasi penempatan petunjuk/tanda khusus 
 Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang 
tanpa penghalang. 
 Satu kesatuan system dengan lingkunganya 
 Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan 
lampu pada kondisi gelap. 
 Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi 
(buka/tutup pintu dll)  
4. Informasi audio/visual mengenai perjalanan 
   Informasi yang disampaikan di dalam halte agar dapat memudahkan penumpang 
difabel seperti, tuna rungu dan wicara ataupun terhadap penumpang lainnya 
sekurang-kurangnya memuat: 
 Nama halte 
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 Jadwal kedatangan dan keberangkatan 
 Jurusan, rute dan koridor 
 Perpindahan koridor dan halte 
 Tarif 
 Peta jaringan rute/koridor 
Dalam bentuk audio/visual seperti pamflet, brosur, running text, televisi yang 
disediakan berisi informasi mengenai point diatas. 
5. Tangga khusus difabel 
    Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang aman untuk difabel, dirancang dengan 
mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar 
yang memadai agar memudahkan tuna daksa pengguna tongkat ataupun tuna 
netra. Berikut konsep tangga khusus bagi difabel. 
 Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran 
seragam 
 Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60% 
 Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat 
membahayakan pengguna tangga 
 Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum 
pada salah satu sisi tangga 
 Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-
80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang 
mengganggu. 
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 Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian 
ujung-ujungnya dengan 30 cm. 
 Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang 
sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada laintainya. 
6. Kursi prioritas 
   Kursi prioritas adalah tempat duduk di halte yang diperuntukkan bagi difabel, 
manusia usia lanjut ataupun wanita hamil. Tempat duduk ini berupa kursi yang 
dapat dilipat yang fungsinya adalah untuk masyarakat yang menggunakan kursi 
roda ataupun manusia usia lanjut dan ibu hamil serta memberikan rambu untuk 
memberitahu masyarakat umum bahwa kursi tersebut merupakan kursi prioritas 
sehingga dapat berfungsi dengan baik.    
J. Integrasi Keislaman Terhadap Halte BRT 
    Halte secara umum berarti tempat persinggahan, begitupun dengan dunia ini 
yang hanya bersifat sementara ataupun kita hanya singgah sebentar untuk 
mengumpulkan amal shaleh yang kemudian kita akan pertanggung jawabkan di 
akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya bagi umat manusia. Di dalam 
al Qur’an sendiri telah menjelaskan hal tersebut, yang terdapat pada QS al-An’am/ 
6:32. 
 ۖ ٌوْهَلَو ٌبِعَل الَِّإ اَيْنُّدلا ُةَايَحْلا اَمَو َنُولِقَْعت َلَََفأ ۗ َنُوقاَتي نيِذالِل ٌرْيَخ ُةَرِخْلْا ُراادَللَو٣٢  
Terjemahannya: 
“Dan tiadalah kehidupan dunia, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan 
sungguh kampung akhirat lebih baik dari orang-orang bertaqwa. Maka tidakkah kamu 
memahaminya?” (Kementrian Agama 2013). 
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     Kandungan ayat tersebut dijelaskan bahwa adapun hakikat kehidupan dunia 
maka ia hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Maka hati-hati terpikat 
kepadanya, jiwa-jiwa cinta mendalam kepadanya dan harapan-harapan terikat 
kepadanya. Dan kesibukannya kepada dunia seperti anak kecil. Adapun akhirat 
maka lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Dari segi dzat dan sifatnya, 
dalam kekekalan yang dan kelanggengan di dalamnya terdapat apa yang disukai 
oleh jiwa, yang menyenangkan pandangan dari berbagai kesenangan-kesenangan 
hati dan ruh. Penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Akan tetapi dia bukan untuk 
setiap orang tapi untuk orang-orang yang bertaqwa yang melaksanakan perintah-
perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. “Maka apakah kalian 
tidak memikirkannya”, yakni apakah kalian tidak mempunyai akal-akal yang 
dengannya kalian berfikir. Manakah di antara 2 negeri ini yang lebih layak 
diutamakan” (Quraish Shihab, 2012). 
     Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kehidupan dunia yang oleh orang-orang 
kafir, dikira tidak ada kehidupan lain selainnya, dan tidak ada amalan yang 
dikerjakan demi mendapatkan perkenan Allah di dalamnya, hanyalah suatu 
permainan dan merupakan suatu hal yang tidak berguna. Sedang negeri akhirat 
adalah kehidupan yang sesungguhnya, dan lebih bermanfaat bagi orang-orang 
yang takut kepada Allah, dan menjalankan perintah-perintahnya. Tidak kah kalian 
memikirkan hal yang jelas itu, dan memahami mana yang merugikan dan mana 
yang bermanfaat. Dalam ayat ini menegaskan gambaran kehidupan duniawi dan 
ukhrawi. Kehidupan dunia sesungguhnya tidak lain hanyalah permainan dan 
hiburan, maksudnya ialah kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan 
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tidak kekal. Dan janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan 
dunia, serta lalai memperhatikan urusan akhirat (Quraish Shihab, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 16. Peta Penempatan Titik Halte Difabel 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
a. Hasil dari rumusan masalah pertama, hasil survei lapangan penulis 
tahun 2018 terkait kondisi eksisting halte BRT ini di beberapa titik 
banyak yang mengalami kerusakan, penuh coret-coretan serta tidak 
terawat hal ini sesuai dengan dokumentasi penulis. Adapun hasil 
analisis dari keempat variabel hanya dua variabel yang memperoleh 
nilai cukup bagus yaitu pada variabel kenyamanan dan variabel 
keterjangkauan, terkait hasil analisis total skor yang diperoleh yaitu 
sejauh mana halte BRT ini mendukung sistem transportasi perkotaan 
yang handal, didapatkan hasil pada empat variabel dengan 
kesimpulan bahwa transportasi perkotaan yang ada di Kota Makassar 
terkhusus BRT tersebut masih kurang handal ataupun mendukung.  
b. Hasil dari rumusan masalah yang kedua, bahwa variabel kesetaraan 
yang menyangkut masyarakat difabel hasilnya diperoleh masih tidak 
ramah. Informasi yang penulis dapat dari Dinas Perhubungan 
Provinsi Sulawesi Selatan bahwa dalam pembangunan halte yang 
ada saat ini tidak melibatkan masyarakat difabel dengan alasan sudah 
mengetahui indikator-indikator terkait fasilitas bagi masyarakat 
difabel. Maka adapun konsep halte bagi difabel ataupun bagi 
pengguna jasa berkebutuhan khusus lainnya berdasarkan hasil 
pengamatan dan juga aspirasi dari Pergerakan Difabel Untuk 
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Indonesia Kota Makassar ditekankan pada aspek prasarananya yaitu, 
1. Ramp, 2. Jalur pemandu, 3. Tanda/ petunjuk khusus, 4. Informasi 
audio/visual terkait perjalanan, 5. Tangga khusus, 6. Kursi prioritas. 
B. Saran 
Adapun terkait saran, penulis menyarankan beberapa hal yaitu. 
a. Hasil analisis yang perlu ditingkatkan adalah soal keteraturan yaitu 
dengan cara memberikan kepastian kepada pengguna mengenai info 
keberangkatan, kedatangan, dan waktu tiba. Adapun variabel 
kesetaraan perlu melibatkan masyarakat difabel dalam pembangunan 
halte kedepannya, serta membedakan antara halte umum dan halte 
khusus bagi difabel.  
b. Untuk menarik minat masyarakat maka pihak pengelola ataupun 
pemerintah terkait perlu membuat inovasi seperti tiket terusan yang 
dimana tiket terusan ini dapat memudahkan masyarakat. 
c. Pihak pengelola ataupun pemerintah terkait perlu mempelajari 
mengenai pembuatan aplikasi yang berhubungan dengan informasi 
bus, baik itu kedatangan, keberangkatan, waktu tiba sehingga 
masyarakat diberikan kepastian mengenai jadwal. 
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